Hukum Adat Perkawinan dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum by Muhammad Siddiq Armia, 2003037702

HUKUM ADAT 
PERKAWINAN 
dalam 
MASYARAKAT ACEH 
TINJAUAN ANTROPOLOGI DAN 
SOSIOLOGI HUKUM
Muhammad Siddiq Armia, MH., PhD
Editor:
Dr. Syabuddin Gade, MA
Naskah Aceh
HUKUM ADAT PERKAWINAN dalam MASYARAKAT ACEH 
TINJAUAN ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI HUKUM
Muhammad Siddiq Armia, MH., PhD.
ISBN.  978-602-0824-60-4
Cetakan pertama, 2018
Cetakan kedua, 2019
vi + 140 hlm. 13,5 x 20,5 cm
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Anggota IKAPI
Anggota APPTI No. 005.080.1.02.2019
All Right Reserved © Penulis
Editor  : Dr. Syabuddin Gade, MA
Design sampul dan Isi: Eka Saputra
Penerbit:
Naskah Aceh
Ulee Kareng, Banda Aceh
Dicetak oleh:
Percetakan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA
PASAL 72
KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN
1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak 
suatu Ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) bulan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu 
juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuah) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil 
pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah).
iiiMuhammad Siddiq Armia, MH., PhD
KATA 
PENGANTAR
Alhamdulillah wa syukurillah, atas ilmu pengetahuan 
yang telah diberikan Allah SWT. Shalawat serta salam 
kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa 
ummatnya dari kejahiliahan ke alam yang penuh ilmu 
pengetahuan. 
Buku ini membahas tentang pelaksanaan hukum 
adat perkawinan dalam masyarakat Aceh. Pendekatan yang 
digunakan adalah perspektif  antropologi dan sosiologi 
hukum. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukum 
perkawinan dalam masyarakat di Indonesia, bukan hanya 
persoalan sah dan tidaknya suatu perkawinan  menurut 
agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Indonesia, akan tetapi sangat erat kaitannya dengan 
hukum-hukum adat di suatu daerah. Bisa saja perkawinan 
yang sudah sah secara hukum Islam dan sistem hukum 
perundang-undangan Indonesia, akan tetapi masih belum 
sah menurut hukum adat setempat. Hal ini disebabkan 
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kuatnya norma adat yang mengaturnya.
Fakta keberlakuan hukum adat hampir terjadi di 
seluruh Indonesia, tidak terkecuali dalam masyarakat Aceh. 
Acara perkawinan bisa saja batal dilaksanakan apabila ada 
persyaratan adat yang tidak bisa dipenuhi. Sebagai contoh 
sederhana dalam adat berbalas pantun, suatu resepsi 
perkawinan bisa ditunda hanya karena salah satu pihak 
pengantin tidak bisa membalas pantun. Contoh-contoh 
sederhana ini bisa berkembang luas dengan berbagai 
aturan hukum adat perkawinan lainnya.
Hukum adat perkawinan di Aceh pada umumnya 
diwarisi secara turun temurun, dan ada juga berasal dari 
provinsi luar Aceh, seperti dari pulau Jawa. Hukum adat ini 
ada sifatnya bisa diterima secara hukum Islam, dan ada juga 
yang bertentangan dengan hukum Islam. Pertentangan ini 
pada umumnya dikarenakan terindikasikan praktek syirik 
dan kurafat di dalamnya. 
Fenomena di atas akan dibahas lebih lanjut dalam 
buku ini, berdasarkan hasil wawancara dan temuan-temuan 
di lapangan. Sehingga akan menghasilkan pemahaman 
menyeluruh tentang perkembangan antropologi dan 
sosiologi hukum dalam masyarakat Aceh. Secara pribadi 
penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak 
yang telah terlibat langsung dalam penyusunan buku 
ini, yaitu Ikhsan, Ridha Syahfutra, Muhammad Furqan, 
Dedy Muvizar, Zulkarnaini, Nur Ainun, Nurzakia, Lilis 
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Handayani, Muhammad Iqbal, Hasnil, Ida Friatna. Di 
samping itu, penulis juga mengucapkan terima kasih 
kepada siapa saja yang telah membantu secara tidak 
langsung dalam penyusunan buku ini, yang tidak mungkin 
disebutkan satu persatu. Hanya balasan dan pahala dari 
Allah SWT yang mampu membalas amal jariyahnya di 
dunia ini. Di akhir kata, penulis sangat mengharapkan 
masukan dari pembaca, agar dapat diperbaiki pada edisi-
edisi selanjutnya.
Hormat Penulis,
Muhammad Siddiq Armia, MH, PhD
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BAB 
PENDAHULUAN
1.1. Hukum Adat Perkawinan di Aceh
Sebelum membahas lebih lanjut tentang hukum adat 
perkawinan di Aceh, serta untuk mendapatkan pemahaman 
secara menyeluruh, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu 
tentang terminologi adat dan hukum adat itu sendiri. 
Kedua terminologi ini mempunyai karateristik berbeda 
antara satu dengan lainnya. Khususnya tentang 
pelaksanaan dan implikasinya dalam kehidupan 
bermasyarakat dan hukum. Terminologi adat di Indonesia 
merupakan terminologi serapan dari bahasa Arab yaitu 
ةداع(‘Adah) yang berarti berulang-ulang.1 Pada umumnya 
kegiatan adat memang dilakukan secara berulang-ulang 
sehingga menjadi kebiasaan, lalu disebut adat.
Penyerapan bahasa Arab menjadi bagian Bahasa 
Melayu Nusantara memang realistis, mengingat saat 
1 < https://www.freearabicdictionary.com/dictionary/search> 
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Islam masuk ke nusantara pada abad ke 7,2 yang juga 
diiringi dengan bahasa Arab. Sedangkan Belanda masuk 
ke Indonesia pada abad ke 16 tepatnya pada tahun 
1602.3 Pendekatan historis ini membuktikan bahwa 
yang pertama sekali memperkenalkan terminologi adat 
bukan Van Vallenhoven dalam bukunya Het Adatrecht 
Van Nederlandsch-Indië.4 Akan tetapi para pedagang 
Arab yang memperkenalkan terminologi adat kepada 
masyarakat nusantara. Peran Van Vallenhoven lebih 
kepada mempopulerkan adat di Indonesia kepada dunia 
luar, melalui tulisan-tulisannya yang berbahasa Belanda.
Sedangkan terminologi hukum adat, sifatnya 
lebih kepada proses penetapan dan penghukuman dari 
ketetapan adat tersebut. Ada perbedaan mendasar antara 
adat dan hukum adat. Adat dapat berupa ketentuan atau 
kebiasaan berulang-ulang, yang disepakati bersama oleh 
institusi masyarakat adat, akan tetapi bisa saja tidak 
ada sanksi sama sekali terhadap para pelanggarnya. Jadi 
unsur kerelaan dan keikhlasan lebih diutamakan di sini. 
Sedangkan hukum adat tidak hanya kesepakatan berupa 
ketentuan atau kebiasaan, yang dikukuhkan oleh institusi 
masyarakat adat,  akan tetapi juga punya tingkatan sanksi 
2 <https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia>
3 < h t t p s : / / i d . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / S e j a ra h _ N u s a n t a ra _
(1602%E2%80%931800)>
4 Cornelis Van Vollenhoven,  Het Adatrecht Van Nederlandsch-Indië. 
Vol. 1. EJ Brill, 1918. Lihat juga Cornelis Van Vollenhoven,  J. F. 
Holleman, and H. W. J. Sonius. Van Vollenhoven on Indonesian 
Adat Law. Springer, 2013.
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terhadap para pelanggarnya. Dalam pandangan Van 
Vallenhoven, hukum adat merupakan segenap aturan 
tingkah laku positif, di mana pada satu pihak mempunyai 
sanksi (hukum), akan tetapi di pihak lain dalam situasi tidak 
terkodifikasi (adat). Tingkah laku positif memiliki makna 
hukum yang dinyatakan berlaku saat ini dan sekarang. 
Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah akibat dari pihak 
lain atas suatu pelanggaran terhadap norma hukum adat.5
Sanksi adat ini dapat beragam jenisnya, dari sifatnya 
materil maupun non materil, dan sangat berbeda antara 
satu daerah dengan daerah lainnya. Di Kalimantan Tengah, 
hukum adat bisa terjaga dengan adanya Lembaga Adat 
Dayak Ma’anyan Warukin yang kiblat adatnya Banua Lima. 
Kitab hukum adatnya memakai hukum adat Banua Lima 
Tamiyang Layang. Dengan keberadaan lembaga adat dan 
kitab hukum adat itulah, diatur apa saja yang dilarang 
beserta sanksi yang bisa diberikan. Sebagai contoh 
tentang hukum adat asusila, di mana para pelanggarnya 
akan dijatuhi sanksi adat berupa hewan peliharaan atau 
sejumlah uang.6
Di Aceh, dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 
Tentang Lembaga Adat, ditetapkan beberapa sanksi Adat, 
5 Lihat juga Cornelis Van Vollenhoven, Het Adatrecht Van 
Nederlandsch-Indië. Vol. 1. EJ Brill, 1918. 
6 Lihat juga George N. Appell,  The History Of Research On Traditional 
Land Tenure And Tree Ownership in Borneo. Borneo Research 
Council, 1992. Lihat juga Barend Ter Haar, Adat law in Indonesia. 
International Secretariat, Institute of Pacific Relations, 1948.
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yaitu;  nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam atau 
diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat 
gampong atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat 
gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat; dan bentuk 
sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. Demikian 
juga provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, mempunyai 
spesifikasi masing-masing terhadap pemberlakuan sanksi 
adat di daerahnya.
Namun demikian, dalam Pendechten van Het 
Adatrecht di bagian ke-10, yang mengoleksi bahan-bahan 
tentang hukum adat delik (adatstrafrecht) dan yang 
diterbitkan pada tahun 1936, menyebutkan beberapa 
sanksi adat sebagai berikut: Pertama, pengganti kerugian 
(immateril) dalam berbagai rupa seperti paksaan menikahi 
gadis yang telah dicemarkan. Kedua, bayaran uang adat 
kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti 
sebagai pengganti kerugian rohani. Ketiga, selamatan 
(korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala 
kotoran gaib. Keempat, penutup malu, permintaan maaf. 
Terakhir, berbagai hukuman badan hingga hukuman mati, 
pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di 
luar tata hukum adat.7
Dari penjelasan tentang adat dan hukum adat di 
atas, jelaslah bahwa kedua terminologi ini mempunyai 
spesifikasi tersendiri. Jika pembahasan adat penekanannya 
7 Soepomo. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Penerbit 
PT.Paradnya Paramitha,1967, hlm. 5.
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lebih kepada tata cara melakukan prosesi atau kebiasaan 
turun temurun dalam masyarakat, akan tetapi tidak ada 
sanksi khusus bagi pelanggarnya. Pimpinan/petua adat 
dalam hal ini memainkan peranan penting dalam upacara-
upacara tersebut. Sedangkan dalam hukum adat akan 
ada sanksi bagi si pelanggarnya, walaupun hanya sekedar 
sanksi ringan.
Dari keumuman penjelasan tentang hukum adat di 
atas, dalam buku ini hanya mengkhususkan pembahasan 
tentang hukum adat perkawinan. Hukum adat perkawinan 
merupakan bagian-bagian dari kajian hukum adat, seperti 
kajian hukum pidana adat, perdata adat, kewarisan adat, 
dan lain sebagainya. Dalam beberapa literatur sering 
disebut juga hukum adat perkawinan.
Hukum adat perkawinan sangat beragam bentuknya 
antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga 
penerapan prosesi dan sanksi juga bisa berbeda. Hukum adat 
perkawinan memiliki kompleksitas tinggi. Pelaksanaannya 
bukan hanya pada saat prosesi perkawinan terjadi, akan 
tetapi termasuk pada saat sebelum, saat berlangsung, 
sesudah perkawinan, bahkan sampai mempunyai 
keturunan. Hukum adat perkawinan merupakan bagian 
dari hukum keluarga. Kajian hukum keluarga bisa 
melingkupi dari sejak seseorang dalam kandungan hingga 
ke liang lahat. Dalam rentang waktu tersebut ada tahapan-
tahapan yang perlu dikerjakan melalui prosesi adat.
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Penerapan hukum adat perkawinan sangat 
dibutuhkan dalam masyarakat adat. Hal ini bertujuan 
untuk menjaga kesakralan dan keberlangsungan 
perkawinan. Sehingga beragam daerah secara bervariasi 
menerapkan hukum adat perkawinannya, agar terlihat 
kesucian ikatan perkawinan. Pada umumnya, hukum adat 
perkawinan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama 
ataupun animisme di daerah-daerah tersebut. Hukum adat 
perkawinan di Bali akan dipengaruhi oleh nilai-nilai agama 
Hindu, sedangkan pada hukum adat perkawinan di Aceh 
akan dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Pada umumnya, 
hukum adat perkawinan yang sesuai dengan nilai-nilai 
agama, akan sangat dominan dan diterima oleh masyarakat 
setempat, karena telah menyatu dengan keyakinan 
penganutnya. Namun demikian, di Aceh tidak semua 
hukum adat perkawinan berasal dari nilai-nilai keislaman, 
ada juga berasal pra Islam di Aceh. Sehingga pengaruh 
hinduisme dan mistisisme, sebelum datangnya Islam, 
sangat terlihat dalam beberapa hukum adat perkawinan 
setempat.
Oleh karena eratnya hubungan antara hukum adat 
dan hukum Islam, maka pertanyaannya adalah hukum 
mana yang paling superior dan inferior. Untuk pelemahan 
nilai hukum Islam, maka kolonial Belanda menerapkan 
teori resepsi.8 Di mana hukum Islam akan berlaku kalau 
8 Etika Rahmawati, “Telaah terhadap Asas Personalitas Keislaman 
Dikaitkan dengan Teori Receptio in Complexu.” Jurnal Hukum 
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 
7Muhammad Siddiq Armia, MH., PhD
telah sesuai dengan hukum adat. Sehingga pelemahan 
hukum Islam ini sangat terasa sekali pada zaman-zaman 
kolonial. Lambat laun para pakar hukum Islam Indonesia 
mulai menyadari jebakan-jebakan teori kolonial, dan 
mulai meninggalkannya secara bertahap, seiring dibentuk 
hukum-hukum baru di Indonesia, untuk menggantikan 
hukum-hukum peninggalan kolonial Belanda.
1.2. Kajian Antropologi dan Sosiologi Hukum
Pengertian antropologi terkadang disamakan dengan 
pengertian sosiologi. Akan tetapi, kedua terminologi ini 
mempunyai perbedaan mendasar, sebagai sebuah disiplin 
ilmu pengetahuan. Salah seorang ahli, Theodor Waitz, 
menegaskan antropologi sebagai ilmu tentang alam 
manusia. Alam yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu 
yang bernafas.9 Jadi, kajiannya lebih kepada manusia 
sebagai individu. Ahli Antropologi lainnya, Clifford Geertz 
menjelaskan antropologi sebagai gabungan beberapa 
disiplin ilmu di akhir abad ke 19 yang terorganisir secara 
utuh. Setelah sejarah alam, filsafat moral, filologi (ilmu 
tentang naskah), dan ekonomi politik telah melebur ke 
dalam ilmu-ilmu barunya, antropologi juga menyebar dan 
berbaur dengan etnologi, biologi, linguistics, pra-sejarah, 
Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura 1.2 (2013). Lihat juga 
Daud Ali, “Teori Receptie dalam Pemikiran Hukum Indonesia.” Paper 
on upgrading Lecturers of Religious Affairs, Jakarta (1992).
9 Theodor Waitz, Introduction to Anthropology, translated by J. 
Frederick Collingwood. London: Longman, 1863, hlm.1 
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dan lain-lain.10 Disiplin ilmu tersebut saling bersilangan 
dengan kajian antropologi, seiring dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan. Sedangkan kajian sosiologi lebih 
menekankan kajiannya pada kelompok masyarakat, 
bukan sebagai individu personal. Sosiologi merupakan 
ilmu tentang masyarakat (society), baik itu menyangkut 
pola-pola kehidupan masyarakat, dan interaksi sosial. 
Kajian sosial menggunakan berbagai metode investigasi 
lapangan, analisa kritis, bertujuan untuk  mengembangkan 
pengetahuan tentang tata tertib masyarakat, penerimaan, 
dan perubahannya.11
Walaupun antara antropologi dan sosiologi 
terlihat agak berdekatan, tetapi kedua disiplin ilmu ini 
mempunyai fokus berbeda. Kunci perbedaannya adalah 
jikalau sosiologi lebih berkonsentrasi kepada masyarakat 
(human being), sedangkan antropologi lebih fokus dan 
terkonsentrasi kepada budaya (human behaviour). Seorang 
sosiolog mempunyai kecenderungan untuk mencari aturan 
umum, yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kemudian 
memprediksikan kemungkinan-kemungkinan berdasarkan 
metode kuantitatif dari suatu masyarakat ke masyarakat 
lainnya. Akan tetapi, seorang antropolog kebanyakan tidak 
mengikuti metode kuantitatif. Mereka lebih cenderung 
menekankan konsentrasi kajiannya pada keunikan tiap-
10 Clifford Geertz, After The Fact: Two Countries, Four Decades, One 
Anthropologist, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995.   
11 Robert K.Merton,  On Theoretical Sociology. New York: Free Press, 
1967. 
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tiap budaya dalam masyarakat.
Sebagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan 
masyarakat, antropologi juga bersilangan dan kajian ilmu 
hukum. Sehingga sering disebut dengan kajian antropologi 
hukum (anthropology of law). Kajian antropologi hukum 
adalah sub-disiplin antropologi yang berspesialisasi studi 
lintas-budaya dalam tatanan sosial.12 Biasanya, pertanyaan-
pertanyaan yang ingin dijawab oleh antropologi hukum 
menyangkut bagaimana hukum hadir dalam budaya? 
bagaimana itu bisa terwujud? berapa banyak antropologi 
berkontribusi pada pemahaman hukum? Oleh karena 
itu kajian antropologi hukum memberikan definisi 
hukum yang berbeda dari yang ditemukan dalam sistem 
hukum modern. Sir Henry Maine juga berjasa dalam 
pengembangan disiplin antroplogi hukum melalui bukunya 
Ancient Law: Its Connections with the Early History of Society 
and Its Relation to Modern Ideas.13 Walaupun buku ini 
banyak menuai kritikan, pertanyaan-pertanyaannya yang diajukan 
dalam buku ini telah membentuk wacana penelitian lanjutan.
Penelitian antropologi hukum pada awalnya 
berfokus lebih sempit pada manajemen konflik, kejahatan, 
sanksi, atau peraturan formal. Salah satu perluasan 
kajian antropologi hukum terlihat ketika Russell Smith 
12 Carol J Greenhouse, Praying For Justice: Faith, Order, And 
Community In An American Town. Ithaca: Cornell UP, 1986. hlm. 28 
13 Henry Sumner Maine, Ancient Law: Its Connections with the Early 
History of Society and Its Relation to Modern Ideas. 1861. London: 
John Murray, 1907. 
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dan Bronisław Malinowski menyelesaikan risetnya. Dia 
mengeksplorasi lebih lanjut tentang hukum, ketertiban, 
kejahatan, dan hukuman pada penduduk Kepulauan 
Trobriand.14 Melalui penekanan pada tatanan yang ada 
dalam masyarakat Kepulauan Trobriand, Malinowski 
mengusulkan pemeriksaan hukum lintas budaya. Hal ini 
telah menyebabkan banyak peneliti antropologi hukum 
memeriksa aspek-aspek seperti ketertiban, perselisihan, 
manajemen konflik, kejahatan, sanksi, atau peraturan 
formal, untuk studi yang berpusat pada hukum, dengan 
penekanan pada konsep dasar hukum. Seiring dengan 
perkembangan dunia hukum, saat ini antropologi hukum 
merupakan disiplin yang hidup dengan aplikasi modern dan terkini 
termasuk isu-isu seperti hak asasi manusia, pluralisme hukum, 
Islamophobia dan pemberontakan politik.15 
Di samping itu, disiplin ilmu sosiologi juga bersilangan 
dengan kajian ilmu hukum, yang lazim diistilahkan 
dengan sosiologi hukum (sociology of law). Kajian ini sering 
digambarkan sebagai sub-disiplin sosiologi atau pendekatan 
interdisipliner dalam studi hukum. Perdebatan timbul 
ketika melihat sosiologi hukum sebagai milik disiplin ilmu 
sosiologi. Akan tetapi, ada yang menganggapnya sebagai 
bidang penelitian yang terjebak antara disiplin hukum 
14 Russell Smith and Bronislaw Malinowski, Crime And Custom In 
Savage Society. Routledge, 2018.
15 John R.Bowen, A New Anthropology of Islam. Cambridge UK: 
Cambridge University Press, 2012. Lihat juga Hent de Vries and 
Lawrence E. Sullivan, ed. Political Theologies: Public Religions In A 
Post-Secular World. New York: Fordham University Press. 2006. 
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dan sosiologi. Ada juga yang menganggapnya bukan 
sub-disiplin sosiologi atau cabang studi hukum, tetapi 
sebagai bidang penelitian sendiri dalam tradisi ilmu sosial 
yang lebih luas. Oleh karena itu, sosiologi hukum dapat 
digambarkan sebagai studi hukum empiris yang sistematis, 
berlandaskan teoretis, sebagai serangkaian praktik 
sosial atau sebagai aspek atau bidang pengalaman sosial. 
Dalam hal ini sosiologi hukum memperlakukan hukum 
dan keadilan sebagai lembaga fundamental dari struktur 
dasar mediasi masyarakat. Sosiologi memediasi antara 
kepentingan politik dan ekonomi, antara budaya dan 
tatanan normatif masyarakat. Sosiologi juga membangun 
dan memelihara, saling ketergantungan, dan membentuk 
diri masyarakat sebagai sumber konsensus, paksaan dan 
kontrol sosial (social enforcement and control).
Terlepas dari apakah sosiologi hukum didefinisikan 
sebagai sub-disiplin sosiologi, pendekatan dalam studi 
hukum atau bidang penelitian dalam haknya sendiri, ia 
tetap tergantung secara intelektual terutama pada tradisi, 
metode dan teori sosiologi. Sosiologi hukum juga bertautan 
satu sama lain pada tingkatan yang lebih rendah, seperti 
pada ilmu sosial lainnya antropologi sosial, ilmu politik, 
kebijakan sosial, kriminologi dan psikologi. Dengan 
demikian, ini mencerminkan teori sosial dan menggunakan 
metode ilmiah sosial juga digunakan untuk mempelajari 
hukum, lembaga hukum, dan perilaku hukum.16
16 Reza Banakar and Max Travers, eds. Theory and Method In Socio-
Legal Research. Bloomsbury Publishing, 2005. 
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Lebih khusus lagi, sosiologi hukum terdiri dari 
berbagai pendekatan, bertujuan untuk mempelajari 
hukum dalam masyarakat. Secara empiris sosiologi hukum 
bertugas memeriksa dan berteori interaksi antara hukum, 
lembaga hukum, non-hukum dan faktor sosial. Bidang 
kajian sosialogi hukum meliputi pengembangan sosial 
lembaga hukum, bentuk kontrol sosial, peraturan hukum, 
interaksi antara budaya hukum, konstruksi sosial masalah 
hukum, profesi hukum dan hubungan antara hukum dan 
perubahan sosial. Sosiologi hukum pada hal-hal tertentu 
juga mengacu pada penelitian yang dilakukan dalam bidang 
hukum komparatif, studi hukum kritis, yurisprudensi, 
teori hukum, hukum dan ekonomi serta hukum dan sastra. 
Objeknya meliputi pergerakan historis hukum, keadilan 
dan konstruksi kontemporernya. Hal ini tiada hentinya 
berkembang seperti di bidang yurisprudensi. Fokusnya 
pada pertanyaan institusi negara dengan situasi sosial 
dan politik, juga dalam dominasi lintas disiplin seperti 
kriminologi, dan melalui analisis efisiensi ekonomi dan 
dampak sosial norma hukum.
Dari paparan di atas terlihat bahwa ada keterkaitan 
antara satu sama lain dalam pembahasan antropologi 
dan sosiologi hukum, apalagi kajiannya secara lebih 
spesifik kedalam hukum adat. Hal ini bisa terlihat bahwa 
hukum adat dengan keunikannya berkaitan erat dengan 
antropologi hukum, sedangkan masyarakat adat secara 
komunal (bersama) dan secara tribal (kesukuan) akan 
berkaitan erat dengan sosiologi hukum. Di Aceh, dalam 
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hukum adat perkawinan contoh antropologi hukum bisa 
dilihat pada penentuan hareuta seuhareukat,17 intat tanda, 
dan lain sebagainya, yang dibahas selanjutnya dalam buku 
ini.
1.3. Metode Penyusunan
Sebagai karya ilmiah yang akan dijadikan referensi, 
buku ini menggunakan  metode penyusunan, khususnya 
dalam pengumpulan data. Metode yang akan digunakan 
adalah pendekatan kualitatif terhadap penelitian hukum 
empirik (qualitative approaches to empirical legal research). 
Pendekatan ini dianggap lebih dekat dengan ilmu sosial. 
Pengumpulan data dalam pendekatan kualitatif mengikuti 
kombinasi dari tiga metode ini - pengamatan langsung, 
wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Ini biasanya 
dimulai dengan identifikasi metodologi, pengumpulan 
data, analisis, masalah etika, dan beradaptasi dengan 
dinamika. Penelitian kualitatif yang disusun dengan baik 
meningkatkan kelengkapan fenomena sosial. Teknik yang 
digunakan dalam pemilihan pengumpulan data tergantung 
pada pertanyaan penelitian, mengarah pada strategi 
penelitian yang paling sesuai dengan tujuan penelitian. 
Ketersediaan dan akses ke sumber data tertentu dan 
17 Abdul Basith, “Harta Bersama dalam Hukum Islam di‎ Indonesia 
“(Perspektif Sosiologis)” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan 
Pembaharuan Hukum Islam 17.2 (2014), hlm. 345-368. Lihat juga 
Hilman Hadikusuma, Hukum Adat Dalam Yurisprudensi Hukum 
Kekeluargaan, Perkawinan, Pewarisan. Vol. 1. Citra Aditya Bakti, 
1993.
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sumber daya tertentu sangat dibutuhkan. Dalam metode 
ini seorang peneliti pertama-tama harus menegaskan 
tujuan penelitian, untuk sampai pada kesimpulan akhir.18
Sebagai alat pengumpulan data, penulis menggunakan 
instrumen wawancara terstruktur dan observasi, yang 
nantinya akan dijadikan sebagai data primer. Sumber data 
primer adalah sumber data asli yang dikumpulkan secara 
langsung oleh peneliti untuk tujuan atau proyek penelitian 
tertentu. Data primer dapat dikumpulkan dalam beberapa 
cara. Namun, teknik yang paling umum adalah survei 
mandiri, wawancara, observasi lapangan, dan eksperimen. 
Pengumpulan data primer cukup mahal dan memakan 
waktu dibandingkan dengan pengumpulan data sekunder. 
Meskipun demikian, pengumpulan data primer mungkin 
merupakan satu-satunya metode yang cocok untuk 
beberapa jenis penelitian seperti penelitian kualitatif.19
Responden wawancara untuk penyusunan buku ini 
berasal dari para tokoh berpengaruh dalam suatu wilayah, 
seperti tokoh adat, kepala desa, dan lain sebagainya. Untuk 
memperkaya data primer, penulis juga akan menggunakan 
data sekunder dan data tertier. 
18 Lisa Webley, “Qualitative approaches to empirical legal research,” 
in The Oxford Handbook Of Empirical Legal Research, Edited by Peter 
Cane and Herbert M. Kritzer, Oxford: Oxford University Press, 
2010, hlm. 926-950.
19 Neil J.Salkind,  ed. Encyclopedia Of Research Design. Vol. 3. New 
York: Sage, 2010. 
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Data sekunder mengacu pada data yang dikumpulkan 
oleh seseorang yang bukan pengguna. Sumber umum dari 
data sekunder untuk ilmu sosial termasuk sensus, informasi 
yang dikumpulkan oleh departemen pemerintah, catatan 
organisasi dan data yang awalnya dikumpulkan untuk 
tujuan penelitian lainnya. Analisis data sekunder dapat 
menghemat waktu yang seharusnya dihabiskan untuk 
mengumpulkan data, khususnya dalam hal data kuantitatif. 
Sehingga dengan data sekunder dapat menyediakan basis 
data yang lebih besar dan berkualitas lebih tinggi. Hal ini 
pada umunya tidak mungkin dilakukan oleh setiap peneliti 
perorangan untuk dikumpulkan sendiri. Selain itu, analis 
perubahan sosial dan ekonomi menganggap data sekunder 
penting, karena tidak mungkin untuk melakukan survei 
baru yang dapat secara memadai menangkap perubahan 
dan/atau perkembangan di masa lalu. Namun, analisis data 
sekunder dapat kurang berguna dalam riset pemasaran, 
karena data mungkin sudah usang atau tidak akurat. Data 
sekunder dalam buku ini berasal dari buku-buku, majalah, 
makalah yang berkaitan dengan antropologi dan sosiologi 
hukum adat perkawinan di Aceh.
Sedangkan data tertier adalah data pelengkap 
yang fungsinya tidak wajib ada dalam suatu penelitian, 
akan tetapi kehadirannya lebih untuk memperindah 
suatu penelitian. Sumber dari data tertier bisa berasal 
dari mengindeks, abstrak, mengatur, menyusun, atau 
mencerna sumber lain. Beberapa bahan referensi dan 
buku teks dianggap sebagai sumber tertier ketika tujuan 
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utamanya adalah untuk membuat daftar, meringkas, atau 
sekadar mengemas ulang gagasan atau informasi lainnya. 
Biasanya dapat tertier dapat diperoleh pada kamus, 
ensiklopedia, almanak, buku fakta, Wikipedia, bibliografi, 
direktori, buku panduan, manual, buku pegangan, buku 
teks, pengindeksasi, dan sumber abstrak dari jurnal-jurnal 
tertentu.20
20 Sanna Talja, “Analyzing Qualitative Interview Data: The Discourse 
Analytic Method.” Library & Information Science Research 21.4 
(1999): 459-477. Ian Dey, Qualitative Data Analysis: A User Friendly 
Guide For Social Scientists. Routledge, 2003. 
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BAB
PERANAN SEULANGKE  
SEBAGAI PERINTIS  
PERKAWINAN
2.1. Pendahuluan 
Salah satu acara adat dan tradisi budaya Aceh yang 
sangat dianggap sakral adalah Meulakee oleh Seulangke 
(melamar oleh juru lamar). Prosesi melamar merupakan 
salah satu hukum adat sebelum acara pernikahan 
dilaksanakan. Aceh merupakan salah satu daerah di 
Indonesia yang sangat menganggap penting adat-istiadat 
terkait penikahan, karena hal ini berhubungan dengan 
nilai keagamaan. Pernikahan memiliki perayaan tersendiri 
yang sangat dihormati oleh masyarakat. Tahap upacara 
pernikahan di Aceh dimulai dari tahap pemilihan jodoh, 
pertunangan hingga upacara pernikahan.1
1 Lihat juga Eka Srimulyani, “Women and Matrimonial Lives in Aceh 
‘Matrifocal’Society: A Preliminary Survey.” Heritage of Nusantara: 
International Journal of Religious Literature and Heritage 
(e-Journal) 4.2 (2016): 313-328. Lihat juga Nida Desianti, 
“Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari 
Hukum Islam dan Adat Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie-
sigli, Nad.” Premise Law Journal 14 (2015).
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Seulangke secara perannya bisa dikatakan sebagai 
juru lamar yang biasanya seorang tokoh. Seulangke 
berfungsi sebagai perantara dalam menyelesaikan berbagai 
kepentingan diantara pihak calon linto baro (calon mempelai 
lelaki) dengan pihak calon dara baro (calon mempelai 
perempuan), begitu pula sebaliknya. Tidak semua orang 
bisa berperan sebagai seulangke, akan tetapi memerlukan 
proses panjang untuk menjadi seulangke, sebagaimana 
diungkapkan oleh Ampon Din:
“Seorang Seulangke itu bukan terlahir, tapi 
diciptakan. Bukan karena neneknya dulu seorang 
seulangke kemudian ketika neneknya meninggal 
tugas seulangke bisa diwariskan, karena seulangke itu 
orang pilihan, dewasa, jujur, amanah, dan ramah.”2
Senada dengan Ampon Din, Teungku Abdullah juga 
menegaskan bahwa: 
“Seulangke ditunjuk dari orang yang dituakan di 
dalam kampung yang cukup bijaksana, berwibawa 
berpengaruh dan alim serta mengetahui seluk-beluk 
perkawinan”3
Dari kedua narasumber tersebut bisa terlihat bahwa 
sosok seulangke merupakan sosok pilihan masyarakat, 
2 Wawancara dengan Ampon Din, 13 September 2018 di Desa Batee 
Iliek.
3 Wawancara dengan Tgk. Abdullah, 12 September 2018 di Warung 
Orange Batee Iliek.
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dengan mempertimbangkan tingkat religius dan akhlakul 
karimah. Seulangke bisa saja di tunjuk dari orang yang 
dituakan di dalam kampung yang cukup bijaksana, 
berwibawa berpengaruh dan alim serta mengetahui seluk 
beluk pernikahan. Proses melamar seorang gadis akan 
dilakukan oleh seorang yang dianggap bijak oleh pihak 
keluarga lelaki (seulangke). Seulangke akan menyelidiki 
status gadis tersebut, jika memang masih sendiri (belum 
menikah), ia akan mencoba untuk melamar gadis tersebut.
Setelah melakukan  cah rhot  (penjajakan) para 
calon mempelai, biasanya diserahkan kepada seseorang 
yang disebut  seulangke  (juru lamar). Namun demikian, 
tugas seulangke ini bisa saja belum diserahkan 
kepada  seulangke,  melainkan dengan memperoleh 
keterangan dari orang-orang terdekat keluarga sigadis 
yang dituju. Tugas  Seulangke  pada langkah selanjutnya 
adalah memastikan si gadis masih bebas, serta belum ada 
orang lain yang mengikatnya. Langkah selanjutnya adalah 
jika terlihat ada tanda-tanda dari pihak si gadis akan 
menerima pria yang dimaksud, maka di sinilah seulangke 
akan dikirim untuk bertugas. Di sini seulangke akan 
menyampaikan maksud dan tujuan dari pada orang tua si 
pria dan sekaligus hal-hal yang menyangkut pertunangan, 
hari peresmian, mahar, serta menyampaikan pesan atau 
syarat-syarat yang diajukan oleh masing-masing pihak.
Sebelum melakukan pekerjaan yang sudah menjadi 
urusannya, seulangke datang ke rumah dara baro pada 
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hari yang baik dan waktu yang tepat. Dalam masyarakat 
Aceh istilah “langkah, raseuki, peuteumuen, maot” (langkah, 
rezeki, pertemuan dan umur) mempunyai arti yang dalam, 
menentukan berhasil tidaknya suatu pekerjaan. Menurut 
keyakinan kebanyakan orang, terutama yang ditunjuk 
sebagai seulangke, hari yang baik itu jatuh pada hitungan 
“raseuki atau peuteumuen.”
Dalam hukum adat lamaran, waktu tepat yang 
dianggap langkah baik adalah ketika seulangke datang 
bertepatan saat calon pengantin sedang mandi, baru selesai 
mandi, sedang makan dan sebagainya. Adapun waktu yang 
tidak tepat atau langkah yang kurang beruntung, jika calon 
dara baro sedang memasak, duduk di tangga, sedang tidur, 
sedang menyisir rambut dan sebagainya. Apabila Seulangke 
mendapati anak gadis tersebut sedang dalam salah satu 
pekerjaan yang tabu atau dianggap tidak baik oleh agama 
dan adat, maka seulangke tidak melanjutkan tugasnya 
pada hari itu. Dia berusaha datang ke rumah gadis tersebut 
pada hari lain.4
2.2. Hukum Adat Cah Roet
Cah roet adalah hukum adat untuk membuka/
merintis jalan menuju langkah lebih lanjut ke jenjang 
4 Lihat juga Riza Maulina, “Analisis Pesan-Pesan Dakwah Pada 
Upacara Pernikahan Adat Aceh Dalam Pembinaan Keluarga 
Sakinah Di Desa Gampong Jawa Kecamatan Idi Kabupaten Aceh 
Timur,” Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017. 
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pernikahan. Cah roet dianggap sebagai tahapan penting 
dalam tahapan-tahapan menuju jenjang pernikahan. Saat 
teknologi belum begitu maju, seorang pemuda yang sudah 
ingin berumah tangga atau menikah, biasanya secara 
tidak langsung mengatakan hasratnya kepada orangtua. 
Pada kebiasaannya, seorang pemuda memberikan isyarat-
isyarat tertentu, sehingga orang tuanya paham bahwa anak 
lelakinya sudah waktunya untuk melepas masa lajang. Di 
daerah pedalaman Aceh misalnya, seorang pemuda akan 
melakukan  tek-tek aneuk reunyen  (memukul-mukul anak 
tangga rumah dengan parang). Tindakan ini merupakan 
isyarat kepada orangtuanya bahwa si pemuda sudah punya 
keinginan untuk berkeluarga.
Dalam situasi seperti ini, biasanya yang mencari 
jodoh itu ialah orang tua, malah siapa yang menjadi jodoh 
si pemuda seringkali tidak diketahui bahkan tidak pernah 
berjumpa sampai dengan waktu akan dilangsungkan 
perkawinan. Namun itu tidak berarti bahwa pada masa 
lampau, seorang pemuda tidak boleh mencari sendiri calon 
istrinya. Pada masa tersebut, tidak ada pergaulan muda-
mudi di mana mereka saling mencari jodoh masing-masing 
seperti yang sudah lazim terjadi pada zaman sekarang, 
era media sosial, era di mana dengan mudahnya dua insan 
yang berasal dari dua belahan benua bisa bertatap muka.
Dalam masyarakat Aceh yang mencari calon istri 
adalah pihak lelaki. Apabila ada pihak perempuan yang 
mencari calon suami untuk anaknya, hal ini menjadi suatu 
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hal yang dianggap tabu (aib). Sehingga ada ungkapan-
ungkapan hadih maja (pribahasa) yang sering kita dengar 
dalam masyarakat, seperti “Kon Mon Mita Tima” artinya 
bukan sumur mencari timba (bukan perempuan mencari 
laki-laki), tetapi  “Tima Mita Mon”  artinya timba mencari 
sumur (pihak laki-laki yang mencari calon isteri).
Saat telah ada kepastian tentang siapa orangnya 
yang akan dijadikan menantu, pihak orang tua laki-laki 
mulai mencoba menjalin komunikasi dengan pihak orang 
tua anak gadis tersebut. Biasanya dimulai dengan cara 
sering mengunjungi, sering menegur bila ketemu di jalan 
atau menunjukan sikap tertentu seperti memuji dan 
sebagainya. Hal demikian sengaja diciptakan agar pihak 
keluarga perempuan mengetahui bahwa orang tersebut 
ada sesuatu yang diinginkannya.
Selanjutnya, jika kedua pihak telah saling mengetahui, 
mulailah suatu pembicaraan yang lebih terbuka dan 
kemudian mulailah diadakan persiapan untuk mengadakan 
hubungan dengan pihak keluarga gadis tersebut. Di 
sinilah tahapan cah roet mulai bekerja. Tahapan cah roet 
ini bertujuan untuk menjajaki kemungkinan dijodohkan 
anaknya dengan gadis itu dan sekaligus untuk mengetahui 
ihwal tentang gadis dan keluarganya.
Dalam masyarakat Aceh, pihak orang tua dalam 
memilih calon jodoh untuk anaknya, sering kali 
memperhatikan calon ideal dengan lima kriteria, yaitu; 
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Pertama, anak yang baik perangai, watak dan perilakunya. 
Kedua, anak yang suka beribadat dan berpengetahuan luas, 
terutama tentang agama. Ketiga, anak itu memiliki sedikit 
kecantikan. Keempat, anak itu dari keturunan orang baik-
baik. Kelima,  (sebagai kesempurnaan) dilihat pula status 
sosial ekonomi orang tua anak gadis itu. Kriteria ini 
merujuk pada tuntunan Nabi Muhamamad SAW dalam 
hadisnya:
“Wanita dinikahi karena empat perkara; karena 
hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan 
agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, 
niscaya engkau beruntung. (HR. Al-Bukhari (no. 5090) 
kitab an-Nikaah)5
2.3. Peranan Seulangke Dalam Peminangan
Dalam peminangan (khitbah),6 seulangke bertugas 
sebagai orang yang membawa berita atau petunjuk jalan. 
Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari 
pihak mempelai perempuan, agar mempermudah maksud 
5 Muhammad Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar Ul-Hadith, 1978. 
6 Eliyyil Akbar, “Ta’aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi’i dan Ja’fari.” 
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam 14.1 (2015): 55-66. 
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dan tujuan dari pihak keluarga mempelai laki-laki dan 
keluarga mempelai perempuan. Seulangke berfungsi 
sebagai perantara yang dipercayai oleh kedua belah pihak 
mempelai. Peran perantara disini juga untuk meneruskan 
tali silaturrahim dalam perbincangan khitbah, khususnya 
menyangkut tentang pertanyaan utama, apakah khitbah 
yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki diterima atau 
tidak.
Kemudian, jika dari pihak calon mempelai perempuan 
menerima khitbah, maka seulangke juga yang akan 
menanyakan kapan waktu yang tepat untuk khitbahnya? 
berapa mahar yang nantinya dibawa ketika akad nikah? 
Selanjutnya, pada saat ini juga disepakati siapa saja yang 
akan hadir saat khitbah itu dilakukan nanti. Kesepakatan 
ini diperlukan, untuk menyesuaikan kesanggupan waktu 
dan biaya dari pihak calon mempelai perempuan.
Selanjutnya Seulangke bersama anggota keluarga ca-
lon mempelai laki-laki dan juga bersama aparatur gampong, 
terdiri dari Keuchik (Bapak Kepala Desa), Tgk. Imuem 
(Bapak Imam) dan mewakili dari Tuha Peut (tokoh adat) 
akan mengunjungi rumah calon mempelai perempuan. Di 
rumah calon mempelai perempuan, nantinya akan dihadiri 
oleh keluarganya, turut serta aparatur gampong setempat 
seperti Keuchik (Kepala Desa), Teungku Imuem (imam 
desa), dan mewakili dari Tuha Peut.7 Pada kebiasaannya, di 
7 Lihat juga Malik Musa, “Kewenangan, Peran Dan Tugas Lembaga 
Tuha Peut Di Aceh.” Jurnal Mediasi: Jurnal Hukum dan Keadilan 
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beberapa daerah di Aceh, pada acara meminang itu turut 
serta ke rumah si gadis beberapa perempuan dari keluarga 
calon mempelai pria, akan tetapi biasanya orang tua calon 
mempelai pria tidak ikut serta.
Pihak calon mempelai pria membawa sirih yang 
disusun dengan rapi dalam tempatnya yang disebut Batee 
Ranub (tempat sirih). Selain itu, juga membawa hantaran 
sederhana berupa kain baju, selendang dan kain sarung 
serta kue-kue adat (peunajoh). Hantaran terpenting pada 
acara peminangan adalah membawa tanda kong haba (tanda 
pengikat). Oleh karena itu, acara peminangan disebut 
juga acara intat tanda (menghantar tanda). Biasanya juga 
diingatkan akan adat yang berlaku sehubungan dengan 
hubungan antara kedua orang yang sudah bertunangan, 
misalnya melarang membawa calon isterinya berjalan-
jalan karena hal itu dapat menimbukan fitnah.
Keuchik pada saat itu akan membuka kata meminang, 
dengan mengatakan bahwasanya ketika berjalan-jalan di 
gampong ini, di rumah ini ada kami lihat sekuntum bunga 
yang harum semerbak.8 Apakah bunga itu benar berada di 
sini? dan apakah bunga itu sudah ada yang memagarinya? 
Jika belum ada ikatan dari siapapun, biasanya pihak wanita 
menjawab, benar di sini ada bunga dan bunganya belum 
1.2 (2014).
8 Lihat juga Abdul Kadir Manyambeang, “Kelompok Elit dan 
Hubungan Sosial di Pedesaan (Keuchik dan Keujruen Blang dalam 
Masyarakat Aceh).” Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Pustaka Grafika 
Kita. Jakarta (1988). 
26 HUKUM ADAT PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT ACEH TINJAUAN ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI HUKUM
dipagari.
Setelah itu, pihak pelamar menanyakan jumlah 
mahar yang harus diserahkan. Biasanya mahar dalam 
masyarakat Aceh dalam bentuk emas dengan ukuran 
umum disebut mayam.9 Dalam menanyakan jumlah 
mayam, biasanya seulangke akan menanyakan pertanyaan, 
padum aneuk rinyeun jeut kamoe eik (berapa anak tangga 
yang bisa kami naiki?). Anak tangga yang dimaksudkan 
di sini adalah jumlah mayam yang dimintakan oleh calon 
mempelai wanita. Perwakilan dari calon mempelai wanita 
akan menjawab biasanya, namblah aneuk rinyeun (enam 
belas anak tangga). Hal ini berarti jumlah mahar adalah 
16 (enam belas) mayam. Tinggi rendahnya jumlah mayam 
sangat tergantung keluarga, daerah, dan pertimbangan 
lainnya dari keluarga mempelai wanita.10
Setelah mengetahui besaran mayam, pihak calon 
mempelai laki-laki biasanya meminta kepastian berapa 
jumlah yang harus diserahkan pada saat lamaran. Di 
samping itu, pihak calon mempelai laki-laki akan meminta 
kepastian, apakah jumlah mayam yang diserahkan 
pada saat lamaran, akan angoh (hangus) atau tidak. 
9 Besaran harga 1 (satu) mayam emas setara dengan 3,33 gram emas. 
Harganya sangat tergantu dari berapa kadar emas dari perhiasan 
tersebut, makin banyak kadar emasnya maka makin banyak pula 
harga per mayamnya.
10 Lihat juga Muhammad Ihsan, “Studi Komparasi Pandangan Majelis 
Adat Aceh Dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa 
Terhadap Penetapan Emas Sebagai Mahar Perkawinan,” Diss. UIN 
Sunan Ampel Surabaya, 2014.
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Jikalau angoh, berarti pihak calon mempelai laki-laki 
akan membawa jumlah mayam secara penuh pada saat 
pernikahan. Contoh, mahar yang ditetapkan adalah 16 
mayam. Pada saat khitbah diberikan 2 (dua) mayam. Kalau 
angoh, pada saat akad nikah harus dibawa 16 (enam belas) 
mayam, bukan 14 (empat belas) mayam. Sebaliknya, jika 
tidak angoh, akan dibawa 14 (empat belas) mayam saja. 
Angoh tidaknya jumlah mayam sangat kesepakatan kedua 
belah pihak.11
Setelah besaran mahar disetujui, kemudian 
disepakati tanggal akad nikah dan acara walimah. Biasanya 
jarak antara khitbah dengan akad nikah bisa berlangsung 
seminggu, 1 (satu) bulan ataupun 1 (satu) tahun atau lebih. 
Rentang waktu ini sangat tergantung dengan kesepakatan 
dan kemampuan kedua belah pihak calon mempelai laki-
laki dan calon mempelai perempuan.
Jika dalam masa tunggu datangnya waktu akad nikah, 
salah satu pihak calon mempelai pria dan calon mempelai 
wanita membatalkan khitbah, maka pihak tersebut harus 
memberitahukan kepada seulangke dan para aparatur 
desa setempat. Pada beberapa kabupaten/kota di Aceh, 
pembatalan ini bisa dikenakan hukum adat denda mahar. 
Sesuai dengan kebiasaan yang ada di gampong setempat, 
bahwa jika laki-laki yang membatalkannya, maka mahar 
11 Noryamin Aini, “Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: 
Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia.” 
Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 17.1 (2014).
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yang pernah diberikan kepada calon mempelai perempuan 
itu hangus, artinya calon mempelai laki-laki tidak ada hak 
menuntut kembali mahar yang pernah diberikan tersebut. 
Akan tetapi, jika yang membatalkannya itu dari calon 
mempelai perempuan, maka perempuan tersebut harus 
mengembalikan dengan kelipatan ganda, misalnya ketika 
khitbah diberikan 5 (lima) mayam emas, maka harus 
dikembalikan sejumlah 10 (sepuluh) mayam emas kepada 
calon mempelai laki-laki tadi.
Namun ketentuan tersebut tidak mesti dilakukan 
oleh kedua belah pihak, karena sangat tergantung dengan 
kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut dapat berupa 
mengembalikan dengan nilai mahar yang sama, seperti 
yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki ketika 
melakukan khitbah, atau mengembalikannya lebih dari 
jumlah nilai mahar yang telah diberikan calon mempelai 
laki-laki, namun tidak sampai dua kali lipat dari jumlah 
nilai mahar yang pernah diberikan.
Jika calon pihak laki-laki tidak menerima kesepakatan 
tersebut, maka yang berlaku adalah kebiasaan yang ada 
pada masyarakat setempat, dan harus diberikan dua kali 
lipat (berganda). Ketentuan pengembalian berganda ini 
sudah menjadi hukum adat pada masyarakat Aceh, yang 
sudah berlangsung lama secara turun temurun.
Hukum adat berupa denda mahar bertujuan 
memproteksi kesakralan khitbah. Di samping itu, agar para 
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pihak yang melakukan khitbah hendaknya benar-benar 
dan tidak main-main serta dengan sungguh-sungguh, 
atau adanya keseriusan melaksanakan janji khitbah, 
hingga sampai kepada akad nikah. Sehingga tidak terjadi 
permusuhan antara keluarga kedua belah pihak.12 
2.4. Hak Amil Bagi Seulangke
Hak amil biasanya dikenal dalam golongan pembagian 
zakat. Hak ini diberikan bagi mereka yang bekerja sebagai 
pengumpul dan pendistribusi zakat, dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam masyarakat 
Aceh, seorang seulangke juga boleh mendapatkan hak amil 
dari pekerjaannya sebagai seulangke. Hanya saja besarannya 
sangat tergantung kesepakatan bersama. Bahkan ada yang 
sama sekali tidak meminta hak amil, karena bekerja dengan 
keikhlasan kepada Allah SWT.
Dalam prakteknya, hak amil yang diperoleh 
oleh Seulangke bukan hanya material saja. Tetapi 
12 Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 
Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak), Terj.” H. Abdul 
Majid Khon, cet. Ke-1, Jakarta: Amzah (2009). Lihat juga Eliyyil 
Akbar,”Ta’aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi’i dan Ja’fari.” 
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam 14.1 (2015): 55-66. 
Lihat juga Abdullah Nashih Ulwan, “Adab al-Khitbah wa az-Zifaat 
wa Haququ az-Zawjain, terjemahan Abu Ahmed al-Wakidy, Tata 
Cara Meminang dalam Islam. tt, Pustaka Mantiq (1992). Lihat 
juga Ismail Novel, “Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam.” 
ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL 
OF ISLAMIC LAW) 10.2 (2018): 63-73.
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juga bertambahnya saudara. Jika seulangke berhasil 
menyatukan dua keluarga, kedua keluarga tersebut sangat 
mengapresiasikannya. Setiap seulangke pergi ke rumah 
calon dara baro, seulangke membawa buah tangan (hadiah). 
Ia juga memperoleh sedikit sedekah ala kadar dari keluarga 
yang memakai jasa nya. Di beberapa daerah di Aceh, 
imbalan yang diperoleh seulangke sangat tergantung 
keluarga yang memakai jasanya, kalau keluarga tersebut 
termasuk dalam deretan keluarga menengah ke atas, 
maka ganjaran yang di peroleh bisa sekitar Rp 100.000 
(seratus ribu) ke atas. Jika keluarga tersebut menengah ke 
bawah bisa sekadarnya saja.  Menurut Tgk. Nauval salah 
seorang calon linto baro yang punya pengalaman menarik 
terkait menggunakan jasa Seulangke. Ia pernah membuat 
negosiasi dengan salah seorang seulangke, Katanya 
“Meunyoe jadeh lon ngen si dara nyan, 10% keudroeneuh 
Seulangke”[Kalau saya bisa berjodoh dengan gadis itu, 10% 
untuk seulangke].13 Namun sayangnya, upaya seulangke 
pada saat itu tidak berhasil. Negosiasi seperti ini biasa 
terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh, hanya saja 
bukan suatu keharusan. Bahkan ada seulangke yang tidak 
meminta biaya sama sekali, karena ikhlas bekerja untuk 
Allah SWT. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abi 
Ruhm, dia berkata bahwa Nabi SAW. bersabda:
َديِ َزي ُْنب َُةي ِوَاُعم َاَنث ََّدح َىْيحَي ُْنب َُةي ِوَاُعم َاَنث ََّدح ٍرا َّ َمع ُْنب ُمَاِشه َاَنث ََّدح 
13 Wawancara dengan Tgk.Nauval 14 September 2018 di Warung 
Orange Batee Iliek
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ِ ه َّ للا ُلوَُسر َلَاق َلَاق ٍْمُهر ِيبَأ َْنع ِْرَيخ�ْلا ِيبَأ َْنع ٍبِيبَح ِيبَأ ِْنب َديِ َزي َْنع 
ِحَاِّكنلا ِيف ِْنَيْنثِالا َْنَيب َع ََّفُشي ْنَأ َِةعَاف َّشلا ِلَْضفَأ ِْنم َم َّ لََسو ِْهَيَلع ُه َّ للا َّىلَص
“Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Ammar] 
berkata, telah menceritakan kepada kami [Mu’awiyah 
bin Yahya] berkata, telah menceritakan kepada kami 
[Mu’awiyah bin Yazid] dari [Yazid bin Abu Habib] dari 
[Abul Khair] dari [Abu Ruhm] ia berkata, “Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik 
pertolongan adalah menjodohkan dua orang (seorang 
laki-laki dan perempuan) dalam pernikahan.” (Hadits 
Ibnu Majah Nomor 1965)14
Dalam hadis yang lain, melalui riwayat hadis dari Abu 
Hurairah, bahwa Nabi SAW juga bersabda:
ُ هللا  ُهَقَزر  َاُمَهْنَيب  َُعْمَجي  ًالَاَلح  ٍةََأرْما  ِجِْيْوَزت  ِْيف  َىَشم  َْنم 
ٍْرَصق  ِْيف  ٍةََأرْما  ُُّلك  ِْنَيعْلا  ِْرُوحْلا  َِنم  ٍةََأرْما  َْفلَأ  ىلَاعت 
ٍ َةِمَلك  ْوَأ  َاهَاطَخ  َِةوْطَخ  ُِّلِكب  َُهل  َنَاَكو  ٍْتُوقَايَو  ٍُّرد  ِْنم 
َاِهرَاَهن  ِمَايَِصو  َاِهْلَيل  ِمَاِيق  ٍَةنَس  َُةدَاِبع  َِكَلذ  ِْيف  َاِهب  َم َّ َلَكت
Barangsiapa berupaya menikahkan seseorang pada 
wanita secara halal dan hendak mengumpulkan 
(menikahkan) keduanya, maka Allah akan memberi 
14 Abi Abdillah Muhammad, Sunan Ibnu Majah, Beirut: Dar al-Kutub 
al-A’lamiah (1998). 
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rizki padanya berupa seribu bidadari. Dan setiap 
bidadari berada di istana yang terbuat dari mutiara 
dan yaqut, untuk setiap langkah kakinya dan kalimat 
yang diucapkannya (ketika hendak menjodohkan, 
menikahkan) ditulis baginya pahala ibadah setahun 
yang malamnya digunakan untuk ibadah semalam dan 
siangnya digunakan untuk berpuasa. 
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BAB
PEUNEUWOE 
[HANTARAN]
3.1. Pendahuluan
Peuneuwoe adalah terminologi dalam bahasa Aceh, 
yang hampir berdekatan maknanya dengan seserahan, 
atau hadiah atau pemberian yang diistilahkan sebagai 
hibah dalam bahasa Arab.1 Menurut Kamus Umum Bahasa 
Indonesia, hantaran berasal dari perkataan “antaran”, 
yang bermaksud uang sebagai pemberian dari pihak lelaki 
kepada bakal mertua,2 dimaksudkan demikian untuk 
membedakannya dengan mahar yang diberikan kepada 
pengantin perempuan. Pada zaman dahulu “hantaran” 
diartikan oleh masyarakat yang beragama Hindu sebagai 
penjualan gadis kepada lelaki. 
Akan tetapi, pada masa kini “hantaran” mengalami 
pergeseran makna dengan hadiah perkawinan untuk 
1 Noresah bt Baharom, Kamus Dewan, edisi ke-4, (Kuala Lumpur: 
Dewan Bahasa & Pustaka, 2005), hlm. 510.
2 W.J.S. Poerwardanita, Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1982), hlm. 85
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calon isteri.3 Dalam bahasa Aceh, hantaran dinamakan 
dengan peuneuwoe, banyaknya istilah-istilah yang beragam 
dapatlah disimpulkan karena adanya perubahan makna 
dari berbagai situasi. Walaupun demikian, dapat difahami 
bahwa hantaran ialah pemberian berupa benda atau harta 
dari pihak lelaki kepada pihak perempuan dengan sukarela 
sebagai hadiah perkawinan.
Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak ada dalil 
khusus yang menjelaskan hukum mengenai hantaran. 
Pemberian hantaran merupakan adat atau kelaziman yang 
dipraktekkan secara turun temurun, berkaitan dengan 
adat suatu tempat. Jadi, selama adat ini tidak bertentangan 
dengan prinsip Islam, maka adat tersebut merupakan 
salah satu tradisi yang dibolehkan dalam pelaksanaannya 
dan diterima oleh manyoritas masyarakat.4 Oleh sebab 
itu, pihak yang akan menikah boleh memberikan hadiah 
3 T. Jafizham, Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum 
Perkawinan Islam, (Jakarta: PT. Mestika, 2010), hlm. 51.
4 Lihat juga Dimas Prawiro, Implementasi Penetapan Uang 
Hantaran Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada 
Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten 
Indragiri Hilir). Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau, 2013. Raihanah Azahari, Khairun Najmi Saripudin, 
and Raihana Abd Wahab. “Hubungan di Antara Faktor Demografi 
dengan Penentuan Kadar Hantaran: Kajian di Perlis, Kedah, Pulau 
Pinang Dan Perak.” Jurnal Fiqh 6 (2009): 107-124. Lihat juga 
Safitrah, Yudi. Amalan Pemberian Mahar Dan Hantaran Dalam 
Kalangan Masyarakat Islam Di Daerah Pulau Bangka, Indonesia. 
Diss. University of Malaya, 2012. Lihat juga Wekke, Ismail Suardi. 
“Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua 
Barat.” Thaqafiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam 
13.2 (2014).
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kepada pihak yang lain, menurut adat istiadat dalam 
negerinya masing-masing. 
Sewajarnya pemberian hadiah atau hantaran itu tidak 
menyulitkan untuk melangsungkan perkawinan, misalnya 
hadiah itu terlampau berat atau banyak sehingga sukar 
untuk memenuhinya. Karena itu semua bertentangan 
dengan firman Allah SWT yang tersebut dalam Al-
Qur`an,5 “Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, 
dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran.” 
(Surah al-Baqarah (2): 185). Begitu juga janganlah hadiah 
itu mempengaruhi hak dan kewajiban suami dan isteri, 
umpamanya isteri yang menerima hadiah, tidak berhak lagi 
menerima nafkah atau tidak berhak lagi mendapat keadilan 
dari pihak suaminya. Kerana ketentuan-ketentuan seperti 
itu bertentangan dengan maksud dan tujuan perkawinan.6
3.2. Hantaran Dalam Kalangan Masyarakat  
         Indonesia
Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting 
dalam sejarah kehidupan setiap manusia. Sebagai bahagian 
dari proses perkawinan, penyerahan hantaran pengantin 
telah menjadi tradisi dalam kalangan masyarakat. Masing-
masing daerah mempunyai tata cara dalam pelaksanaan 
pemberian hantaran yang dikenali sebagai peningset 
5 Surah al-Baqarah (2): 185. 
6 Osman bin Jantan, Pedoman Mu`malat dan Munakahat, (Singapura: 
Pustaka Nasional, 2001), hlm. 179.
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dalam masyarakat Jawa.7 Adapun di daerah-daerah lain 
di Indonesia, hantaran dikenali dengan beragam istilah.8 
Kegiatan hantaran ini adalah salah satu bentuk tanggung 
jawab dan penghormatan daripada pihak pengantin lelaki 
kepada pihak keluarga pengantin perempuan, terutama 
orang tua. Ibu dan bapak pengantin wanita juga akan 
mendapatkan kesan mendalam, bahwa calon menantunya 
berupaya memberikan penghargaan yang tinggi terhadap 
anaknya. Kesan pertama yang boleh memberikan 
kepercayaan bahwa anak gadisnya akan diperlakukan 
dengan baik.9
Hantaran atau seserahan sudah menjadi perkara 
yang umum dalam proses perkawinan di Indonesia. 
Hantaran yang dulu tidak wajib hukumnya, kini sudah 
mengakar kuat menjadi budaya dan menjadi bagian prosesi 
perkawinan. Tidak diketahui secara pasti kapan munculnya 
tradisi ini. Namun yang pasti, pada hakikatnya hantaran 
merupakan adat istiadat perkawinan, yang bisa saja akibat 
7 Berasal daripada perkataan “singset” yang bermaksud ”mengikat”, 
peningset bererti hadiah yang menjadi pengikat hati antara dua 
keluarga untuk mengadakan perkawinan.
8 Seperti masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, mengenali 
dengan istilah petalian, iaitu pemberian dari calon pengantin 
leleki kepada calon pengantin perempuan samada berupa kain, 
sarung batik, selendang dan seumpamanya. Adapun masyarakat 
Jawa Barat mengenali dengan istilah sasarehan, iaitu kiriman 
berupa makanan, pakaian, barang kemas dan seumpamanya, dari 
pihak lelaki kepada pihak perempuan sebelum pelaksanaan majlis 
perkawinan. Walaupun berbeza istilah namun diyakini istilah-
istilah tersebut mempunyai maksud yang sama
9 <http://mudahmenikah.wordpress.com>. 16 November 2011 
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dari pengaruh agama Hindu, yang dipraktek secara turun 
menurun oleh sebagian penduduk Indonesia.10 
Kenyataan sejarah menunjukkan, orang Indonesia 
yang ahli pelayaran telah banyak kali tiba di India sama 
seperti kehadiran orang India ke Asia Tenggara.11 Dalam 
hukum adat di beberapa daerah, kebanyakan masyarakat 
telah mempunyai adat tersendiri, dalam menentukan 
nilai hantaran bagi seorang wanita. Seperti dalam sistem 
keluarga patrilineal (garis lelaki),12 pihak lelaki mesti 
memberi hantaran kepada keluarga pihak perempuan 
supaya perkawinannya berjalan dengan lancar tanpa 
adanya gangguan apapun.13 Hukum adat tersebut sudah 
menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat dan telah 
diterima tanpa adanya pertikaian dari pihak manapun. 
Sekiranya seseorang lelaki yang ingin menikah dengan 
wanita dari daerah lain juga akan mengikut hukum adat di 
daerah wanita tersebut.
10 Amran Kasimin, Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian 
Perbandingan,(Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,1995), 
hlm. 85
11 Ian W.Mabbett, “The ‘Indianization’of Southeast Asia: Reflections 
on the historical sources.” Journal of Southeast Asian Studies 8.2 
(1977): 143-161. Lihat juga G. V. C. Naidu, “India and Southeast 
Asia.” International Studies 47.2-4 (2010): 285-304.
12 Lihat juga Agung Basuki Prasetyo and Sri Wahyu Ananingsih. 
“Perkembangan Hak Waris Perempuan pada Sistem Kekeluargaan 
Patrilineal Batak (Studi Kasus Putusan No. 583/pdt. g/2011/pn. 
jaksel).” Diponegoro Law Journal 5.2 (2016): 1-17.
13 Berkaitan dengan hubungan keturunan atau kekeluargaan 
mengikut garis keturunan sebelah lelaki atau bapa. Noresah bt 
Baharom,  hlm. 150
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Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan 
dalam penentuan jumlah hantaran, di ataranya adalah 
faktor kedudukan ekonomi, pendidikan, rupa paras gadis, 
dan status pengantin perempuan masih gadis atau pun 
telah menjadi janda. Pada kebiasaannya, jika gadis yang 
terpelajar atau yang bekerja dan berasal dari keluarga yang 
mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat, maka 
hantarannya akan lebih tinggi daripada gadis biasa yang 
kurang terpelajar atau tidak bekerja. Begitu pula untuk 
kedua orang tuanya yang masih hidup, hantaran yang 
diberikan lebih tinggi daripada mereka yang salah satu 
atau kedua dua orang tuanya telah meninggal. Kenyataan 
ini bisa dimaklumi, karena kebanyakan pemberian tersebut 
adalah dari persetujuan kedua belah pihak orang tua.14
Walaupun demikian, kesepakatan dapat dilakukan di 
antara kedua-dua pihak, untuk menghindari hantaran yang 
lebih tinggi. Hal ini dikarenakan taraf ekonomi masyarakat 
tidak sama di antara sebuah tempat dengan tempat lain. 
Ditambah lagi adat kebiasaan di sebuah daerah juga adalah 
berbeda dan sering kali mengalami perubahan.15 Maka 
barang hantaran dilihat kepada kemampuan pasangan yang 
hendak menikah. Acara pemberian hantaran termasuk 
hukum adat penting bagi para calon mempelai. Hal ini 
14 Gusti Mahfudz, Perkawinan dan Perceraian pada Masyarakat 
Banjar,  (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan 
UGM,1982), hlm. 35
15 Peunoh Daly, Hukum Perkahwinan Islam: Suatu Kajian Di Kalangan 
Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam, c. 5,  (Selangor: Thinker`s 
Library Sdn. Bhd, 2003), Hlm. 220
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untuk memperjelas pelaksanaan aqad nikah yang telah 
disetujui bersama oleh kedua belah pihak. Hantaran pada 
umumnya diberikan sebelum akad nikah, akan tetapi ada 
juga yang memberikan hantaran pada saat perkawinan.16
Barang-barang hantaran yang diberikan sangat 
beragam tergantung hukum adat dan kebiasaan setempat 
di Aceh. Pada umumnya hantaran dapat terdiri dari 
perlengkapan kosmetik, buah-buahan, barang-barang 
kemas, baju, telekung dan lain-lain. Di beberapa kabupaten 
di Aceh, ada yang mewajibkan hantaran berupa tebu dan 
tunas kelapa. Dengan makna filosofis, kalau tunas kelapa 
agar bermanfaat sepenuhnya kepada masyarakat banyak. 
Sedangkan tebu, agar dapat disukai orang banyak. Barang-
barang hantaran tersebut biasanya didekorasi, mengikuti 
kreativitas masing-masing, lalu diletakkan dalam tempat 
khusus untuk dibawa kepada pengantin. Tetapi ada juga 
barang hantaran terdiri daripada uang belanja yang kerap 
kali dibelanjakan untuk mengadakan majlis perkawinan 
itu sendiri.17
Seiring perkembangan zaman, kehidupan masyarakat 
Aceh semakin beragam dan plural. Sehingga hukum adat 
setempat makin berkembang dan berubah, apalagi di 
16 Dimas Prawiro,  Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah 
dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan 
Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir). Diss. 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013. 
17 Gusti Mahfudz, Perkawinan dan Perceraian pada Masyarakat 
Banjar…, hlm. 36.
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daerah-daerah perkotaan seperti di kota Banda Aceh. Pada 
umumnya penduduk yang menetap di Kota Banda Aceh 
berkewarganegaraan Indonesia. Keadaan penduduk pada 
umumnya terdiri dari suku Aceh sedangkan suku lainnya, 
seperti suku Batak, Padang, Jawa, Gayo, dan lain-lain. 
Umumnya masyarakat di Kota Banda Aceh 
dapat diklasifikasikan ke dalam dua klasifikasi, yaitu 
penduduk asli dan pendatang. Penduduk asli biasanya 
diidentifikasikan sebagai penduduk yang sejak lama sudah 
membangun rumah di atas tanah miliknya sendiri dan 
menetap. Sedangkan pendatang adalah penyewa (kost) 
atau yang masih tinggal di rumah sewa.18 Dengan fakta 
seperti ini masyarakat Kota Banda Aceh bisa digolongkan 
sebagai masyarakat majemuk (plural).19
Hukum adat istiadat dalam masyarakat Kota Banda 
Aceh juga berlaku dalam upacara kematian, perkawinan, 
dan hari-hari besar Islam. Bahkan berlaku juga dalam 
upacara perdamaian, yang disebabkan perkelahian atau 
pun terjadinya pertumpahan darah (rho darah).20 Tradisi-
18 Arief Akbar and Samsul Ma’rif. “Arah Perkembangan Kawasan 
Perumahan Pasca Bencana Tsunami di Kota Banda Aceh.” Teknik 
PWK (Perencanaan Wilayah Kota) 3.2 (2014): 274-284. Kamal 
Abdullah Arif, Eko Endarmoko, dan Damhuri Muhammad. Ragam 
Citra Kota Banda Aceh: Interpretasi Sejarah, Memori Kolektif Dan 
Arketipe Arsitekturnya. Banda Aceh: Pustaka Bustanussalatin, 
2008. 
19 Parsudi. Suparlan, “Masyarakat Majemuk dan Perawatannya.” 
Antropologi Indonesia (2014). 
20 Trisno Raharjo, “Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana 
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tradisi tersebut bisa mudah terlaksana, mengingat sebagian 
besar penduduk masih terkait dalam hubungan famili/
keluarga. Sehingga wibawa tokoh masyarakat setempat 
sangat berperan dalam menetapkan suatu kebijaksanaan 
perkampungan.
Pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh cenderung 
meningkat dari tahun ke tahun. Biasanya disebabkan 
oleh kelahiran dan mobilitas penduduk. Di samping itu, 
banyaknya mahasiswa dan pelajar yang memilih lokasi/
tempat tinggal di Kota Banda Aceh, karena ideal sebagai 
tempat tinggal bagi para mahasiswa/pelajar, dan para 
penduduk yang telah banyak membangun rumah-rumah 
sewa, ada juga sebagian lainnya yang menyewa kamar 
(kost).21
3.3. Isian Peuneuwoe Dalam Masyarakat Aceh
Peuneuwoe dalam khasanah budaya aceh kurang lebih 
bisa diartikan sebagai hantaran mempelai laki-laki kepada 
mempelai perempuan. Isian peuneuwoe bisa beraneka 
ragam, mulai dari bahan baju yang umumnya dikenal 
dengan salinan. Isian peuneuwoe juga bisa kain sarung, 
kain batik panjang, al-Quran, mukena, sajadah, pakaian, 
dan buah-buahan. Bisa juga berisi perlengkapan pakaian, 
sepatu, alat-alat kosmetik yang terdiri dari bedak, lipstick, 
Adat.” Ius Quia Iustum Law Journal 17.3 (2010): 492-519.
21 Ikhsan dan Muhammad Wali. “Analisis Migrasi ke Kota Banda 
Aceh.” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia 1.1 (2014): 
16-25. 
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sabun, lulur, dan lain lain.22 
Ada juga peuneuwoe dalam yang berupa aneka kue, 
biasanya dalam bahasa Aceh disebut dengan sebutan dodoi, 
meuseukat, wajeb, keukarah, bhoi, dan berbagai jenis kue 
lainnya. Barang-barang tersebut dibawa oleh rombongan 
pengatin laki-laki ke rumah pengantin perempuan untuk 
diserahkan pada acara walimatul urusy (pesta perkawinan) 
di kediaman pengantin perempuan. Menariknya, kue 
yang diberikan dan dibawa saat acara resepsi penikahan 
yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki disajikan 
dan dibungkus dengan bentuk/bungkusan yang sangat 
menarik dan unik, yaitu dalueng (penutup khas adat) 
yang dihias dengan sangat cantik. Peuneuwoe seringkali 
juga dipakai sebagai pengukur derajat atau strata sosial 
seseorang, keluarga, kaum ataupun keturunan. Semakin 
banyak peuneuwoe yang dibawa, mencerminkan kelas dan 
tingginya derajat dari keluarga tersebut.23
Secara estetika, semua bahan yang akan dibawa 
dalam peuneuwoe  diletakkan dalam talam, setelah ditata 
terlebih dahulu, dihias dan diberi pernak-pernik untuk 
memperindah. Bahan peuneuwoe tersebut diletakkan 
dalam talam, kemudian ditutup dengan dalueng (penutup 
22 Dimas Prawiro, Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah 
dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan 
Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir). Diss. 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.
23 Wawacara dengan Sekretaris Gampong Kuta Alam, Banda Aceh, 
Juli 2018.
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khas adat), setelah itu baru dibungkus dengan kain 
berwarna kunyit, dan di atasnya diletakkan sulaman khas 
dari daerah setempat. Dalam tradisi intat lintoe, prosesi 
peuneuwoe menjadi sangat sakral karena berada di barisan 
paling depan dari serangkaian rombongan pengantar dan 
calon mempelai laki-laki. Setelah berada di gerbang rumah 
atau di tempat mempelai wanita, akan ada rombongan dari 
tuan rumah yang menyambut iringan-iringan peuneuwoe, 
sekaligus diletakkan di tempat tertentu dan semua tamu 
yang datang dapat melihat. Baru kemudian pada malam 
hari, biasanya keluarga mempelai wanita (dara baroe) 
akan mengundang kerabat yang hadir dan membantu 
prosesi acara pernikahan, untuk melihat isi dari peuneuwoe 
tersebut.24
Isian peuneuwoe juga akan beda-beda tergantung 
tempat, asal, dan waktu pelaksanaan. Sebagaimana pepatah 
mengatakan “lain sawah lain belalang, lain lubuk lain pula 
ikannya.”25 Sehingga peuneuwoe tidak bisa disamakan antara 
suatu gampong, dengan gampong yang lain karena tiap-
tiap gampong ada aturannya sendiri yang mengaturnya. 
Jika tidak ada hukum tertulis, biasanya pasti ada hukum 
tidak tertulis yang berlaku turun temurun dan terus dijaga 
oleh para pemuka adat setempat. Jumlah isian peuneuwoe 
yang diantar ke rumah mempelai wanita tidak ada aturan 
24 Wawacara dengan Imam Masjid Gampong Kuta Alam, Banda Aceh, 
Juli 2018.
25 Wawacara dengan Imam Masjid Gampong Kuta Alam, Banda Aceh, 
Juli 2018.
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yang baku.26 Hal ini sangat tergantung kepada kemampuan 
dari mempelai pria. Namun demikian, biasanya peuneuwoe 
yang dibawa paling sedikit 7 talam.27 Umumnya jumlah 
ini berbeda antara satu gampong dengan gampong lain.28 
Ada beberapa gampong yang membawa adat talamnya 
berlapis-lapis hingga 20 (dua puluh) talam. Kalau di Banda 
Aceh, tidak ditentukan jumlah maksimalnya, akan tetapi 
minimal 10 sampai dengan 12 talam.29 
Tetapi kalau dalam adat pertunangan biasanya 
dianjurkan untuk membawa 3 (tiga) sampai 4 (empat) 
talam. Namun, tidak ada yang bawa tiga talam walaupun 
dia miskin sekalipun. Karena dalam prinsip hidup orang 
Aceh ada dua kenduri yang dilakukan dalam hidup ini, yaitu 
kenduri hidup dan kenduri mati, makanya banyak kita 
lihat orang rela menghabiskan segalanya untuk suksesnya 
suatu perkawinan.30
Balas membalas isi peuneuwoe merupakan hukum 
adat dalam perkawinan. Hukum adat ini memang harus ada 
tapi tidak harus sama persis dengan bawaan pihak pria. Isi 
26 Wawacara dengan Sekretaris Gampong Kuta Alam, Banda Aceh, 
Juli 2018
27 Wawacara dengan Ketua Lembaga Adat Gampong Kuta Alam, 
Banda Aceh, Juli 2018 
28 Wawacara dengan Keuchik Gampong Kuta Alam, Banda Aceh, Juli 
2018. 
29 Wawacara dengan Tokoh Masyarakat Gampong Kuta Alam, Banda 
Aceh, Juli 2018. 
30 Wawacara dengan Imam Masjid Gampong Kuta Alam, Banda Aceh, 
Juli 2018.
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balasan yang dibalas oleh pihak wanita itu pada umumnya 
berupa kue, gula, dan lain sebagainya. Peuneuwoe yang 
sudah diserahkan di dalam talam, diambil isi talamnya, 
kemudian dibalas dengan kue, gula, dan sebagainya 
sebanyak beberapa talam, yang tadinya dihantar oleh pihak 
laki-laki tersebut. Biasanya dalam masyarakat Aceh tidak 
pernah dijumpai mengembalikan talam kosong ke pihak 
pria yang membawa peuneuwoe tadi.31
3.4. Menutup Isian Peuneuwoe
Menutup isian peuneuwoe telah dilakukan oleh 
masyarakat Aceh tempo dulu hingga sekarang. Isian 
peuneuwoe dihias semenarik mungkin, sehingga barang 
bawaan yang dibawa tidak terlihat oleh orang lain. 
Alasannya ialah karena barang bawaan tersebut memang 
seharusnya tidak untuk diperlihatkan, seperti pakaian 
dalam wanita dan sebagainya. Peuneuwoe ini akan terkesan 
sebuah aib bagi pengantin wanita apabila diperlihatkan 
kepada khalayak ramai. 
Alasan lain dibungkus agar tidak terlihat, supaya 
tidak membedakan antara bawaan pengantin kaya dan 
pengantin miskin, ini semua dilakukan oleh orang-orang 
terdahulu agar antara pengantin kaya dan pengantin 
miskin tidak terlihat beda, dan menjadi sebuah persaingan 
31 Wawacara dengan Keuchik Gampong Kuta Alam, Banda Aceh, Juli 
2018.
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dalam sosial kemasyarakatan.32 
Pada umumnya pasangan yang akan menikah, 
terkadang ada juga yang meminta saran atau mengajak 
calon mempelai wanita disertai mahramnya, untuk 
memilih apa saja barang yang harus berada di dalam 
peuneowoe, karena isi peuneuwoe berhubungan dengan 
selera dari pihak wanita itu sendiri.33 Semua barang yang 
dibawa tersebut mempunyai makna filosofis tersendiri. 
Sebagai contoh, seperangkat alat shalat merupakan barang 
yang selalu ada pada daftar urutan pertama. Peuneuwoe 
ini menjadi simbol bahwa dalam hubungan rumah tangga 
harus berpegang teguh pada ajaran agama, dan bisa juga 
dijadikan simbol sebagai pengingat kepada Allah SWT. 
Isian peuneuwoe lainnya adalah cincin nikah sebagai simbol 
tidak bisa dilepaskan. 
Dengan bentuk yang bulat tanpa akhir, cincin dijadikan 
simbol bahwa makna cinta kedua pasangan tersebut tidak 
akan putus, dan juga merupakan simbol pengikat bahwa 
hubungan kedua pasangan akan terjalin selamanya hingga 
ajal memisah. Pakaian wanita memiliki makna bahwa setiap 
pasangan suami istri harus menjaga rahasia keduanya dari 
orang lain. Buah-buahan yang digunakan biasanya adalah 
buah pisang, yang akan menjadi simbol kasih sayang dan 
32 Wawacara dengan Imam Masjid Gampong Kuta Alam, Banda Aceh, 
Juli 2018.
33 Wawacara dengan Tokoh Masyarakat Gampong Kuta Alam, Banda 
Aceh, Juli 2018
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cinta. Makanan tradisional terbuat dari beras ketan seperti 
wajik, jenang, kue lapis, atau jadah. Ini memiliki makna 
agar cinta dari kedua pasangan ini selalu lengket seperti 
makanan tradisional tersebut. 
Suruh ayu berupa daun sirih yang mana daun sirih 
sendiri memiliki makna keselamatan dan kebahagiaan 
dari kedua pengantin. Makeup berarti agar sang suami 
bersedia menjaga penampilan istrinya. Sepatu dijadikan 
simbol bahwa pasangan suami istri ini nantinya siap untuk 
menjalani kehidupan baru mereka.34
3.5. Sanksi Adat bagi Pelanggar Hukum Adat 
        Peuneuwoe
Hukum adat pada umumnya memiliki sanksi khusus 
bagi para pelanggarnya. Oleh karena itu ada pertanyaan 
mendasar, apakah peuneuwoe juga memiliki sanksi adat? 
Bagi orang yang tidak membawa peuneuwoe tidak dikenakan 
sanksi khusus seperti hukum adat lainnya. Peuneuwoe 
bukanlah hal yang wajib untuk diserahkan, dan bukan 
juga rukun dan syarat sahnya suatu ikatan perkawinan, 
melainkan suatu hadiah yang diberikan oleh pengantin 
pria kepada calon isterinya sendiri.35
34 Wawacara dengan Imam Masjid Gampong Kuta Alam, Banda Aceh, 
Juli 2018.
35 Resty Yulanda, “’Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku 
Dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman.” 
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.2011. Lihat juga 
Nyoman Serikat Putra Jaya, “Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam 
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Hanya saja, selama ini belum pernah dijumpai calon 
mempelai yang tidak membawa peuneuwoe. Hukum adat 
membawa peuneuwoe merupakan hukum adat yang bersifat 
kerelaan dengan keharusan. Dengan demikian, para 
calon mempelai pria biasanya akan berusaha semaksimal 
mungkin untuk bisa membawa peuneuwoe tersebut. Hal 
ini dikarenakan peuneuwoe tersebut tidak hanya simbul 
materi, akan tetapi juga simbul kecintaan suami terhadap 
isterinya kelak. Bagi calon yang tidak membawa peuneuwoe, 
akan merasa janggal dan aneh karena adat suatu daerah 
berani dilangar, biasanya yang tidak membawa peuneuwoe 
akan malu36 sendiri dan ada juga dengan dikenakannya 
uang hangus.37
Secara garis besar, sanksi adat bagi pelanggar 
hukum adat peuneuwoe lebih bersifat moril personil. Di 
mana si pelanggar akan merasa malu karena kelakuannya 
sendiri. Sanksi moril lainnya adalah menjadi perbincangan 
khalayak ramai, karena telah melanggar kesepakatan 
bersama (consensus) dalam masyarakat setempat.
Dari paparan di atas, terlihat jelas bahwa peuneuwoe 
itu adalah suatu hadiah yang diberikan oleh pihak laki-
laki kepada pihak perempuan sebagai rasa cinta dan 
Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” Masalah-Masalah Hukum 
45.2 (2016): 123-130.
36 Wawacara dengan Tokoh Masyarakat Gampong Kuta Alam, Banda 
Aceh, Juli 2018
37 Wawacara dengan Tokoh Masyarakat Gampong Kuta Alam, Banda 
Aceh, Juli 2018
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kasih sayangnya kepada wanita yang dinikahi oleh pria 
tersebut. Isian peuneuwoe yang dibawa tersebut terdiri 
dari beberapa talam yang tiap-tiap talam berbeda isinya, 
seperti perlengkapan shalat, perlengkapan kosmetik, 
perlengkapan mandi, bakal kain, kain jadi, kue tradisional. 
Peuneuwoe merupakan pemberian yang diberikan tanpa 
ada batasan. Biasanya setiap pemberian pasti ada balasan, 
dalam hal ini pihak perempuan juga membalas bawaan 
pihak pria. Isi balasan yang dibalas oleh pihak wanita itu 
kebanyakan kue, gula, dan lain sebagainya. 
Peuneuwoe yang sudah diserahkan di dalam talam tadi 
diambil isi talamnya tadi kemudian dibalas dengan kue, 
gula, dan sebagainya. Jumlah balasan tersebut biasanya 
sebanyak beberapa talam, yang diberikan langsung oleh 
pihak laki-laki. Balasan dari Peuneuwoe selalu diisi dengan 
balasan sekemampuan para pihak, dan tidak pernah dalam 
hukum adat masyarakat Aceh mengembalikan talam 
kosong ke pihak pria yang membawa peuneuwoe tadi.38
38 Lihat juga Nuraeni Dewi Masithoh, Mahendra Wijaya, dan Drajat 
Tri Kartono. “Pergeseran Resiprositas Masyarakat Desa (Studi 
Etnografi Pergeseran Nilai Tentang Sumbangan Perkawinan Di 
Masyarakat Brongsongan, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, 
Kabupaten Sukoharjo).” Jurnal Analisa Sosiologi 2.1 (2018). 
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BAB
TRADISI MEE BREUH 
(MEMBAWA BERAS)
4.1. Pendahuluan
Tradisi mee breuh (membawa beras) merupakan 
salah satu hukum adat dalam masyarakat Aceh. Tradisi 
ini dipraktekkan oleh masyarakat setempat sebelum pesta 
perkawinan keesokan harinya. Tradisi mee breuh biasanya 
hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja,1 yang datang 
pada malam pesta pernikahan dengan membawa beras 
ke rumah calon pengantin, baik itu calon pengantin pria 
ataupun wanita. Tradisi ini bukan hanya dilakukan oleh 
kepala keluarga saja, tapi pemuda yang sudah mempunyai 
mata pencaharian, akan melakukan tradisi mee breuh. 
Sedangkan wanita dan anak-anak yang masih bersekolah, 
tidak diharuskan  melakukan tradisi mee breuh walaupun 
mereka tetap datang ke malam pesta pernikahan.
1 Tradisi ini terpelihara secara turun menurun di Desa Geulumpang 
Sulu Barat Kecamata. Dewantara Kab. Aceh Utara. Penduduk di 
desa tersebut berjumlah 354 KK dengan setiap anggota keluarga 
rata berjumlah tiga sampai empat anggota keluarga. Namun tidak 
semua desa dikemukiman Cot Muroeng melakukan tradisi mEe 
breuh. Wawancara dengan kepala desa, Syamsyul Zuhri S.Pd.I, 
tanggal 10 Oktober 2018.
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Di samping menunaikan hukum adat mee breuh, pada 
pemuda juga mempunyai kewajiban moril, selain mee breuh. 
Kewajiban tersebut akan berhubungan langsung dengan 
kegiatan walimah keesokan harinya, seperti membantu 
mencuci piring kotor, menyiapkan hidangan ke tempat 
tamu, dan hal lain yang diperlukan.  Rasa keterikatan sosial 
terlihat jelas saat itu, sehingga keluarga mempelai tidak 
perlu merasa terbebani untuk mengerjakan pekerjaan, 
yang telah ditetapkan menjadi bagian penting para pemuda 
desa, sebagaimana disebutkan di atas.2
Secara historis, tidak bisa dipastikan secara tepat 
kapan pastinya awal mula terbentuk tradisi mee breuh ini. 
Dari beberapa narasumber menyebutkan bahwa tradisi ini 
sudah berlansung sejak puluhan tahun lama.3 Cut Jamilah, 
seorang sesepuh desa berumur lebih dari 63 (enam puluh 
tiga) tahun, menceritakan bahwa tradisi mee breuh ini 
sudah berlangsung sejak dia masih kecil.4
Salah satu dampak positif dari hukum adat mee 
breuh ini adalah membantu secara moril dan materil 
pihak keluarga yang sedang mengadakan acara walimah. 
Tradisi mee breuh ini memberikan manfaat secara materil 
dengan adanya beras yang dibawa. Sehingga penyelenggara 
2 Wawancara dengan Kepala Desa, Imum Syiek dan Gampong, 
Mukim dan warga sesepuh.
3 Wawancara dengan Tgk. Imum Gampong, Tgk. Aiyub Adam pada 
tanggal 11 Oktober 2018.
4 Wawancara dengan warga (sesepuh), Cut Jamilah, tanggal 16 
Oktober 2018. 
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walimah tidak perlu khawatir akan kurangnya dana, dengan 
sebab ekonomi yang tidak mencukupi. Biasanya karena 
pengeluaran tidak terduga akan menyebabkan keluarga 
penyelenggara walimah mengeluarkan biaya mahal, bahkan 
dalam kasus-kasus tertentu sampai berhutang, karena 
bisa saja tamu yang datang melebihi perkiraan. Adanya 
tradisi mee breuh bisa menjadi solusi dan harapan keluarga 
terhadap kekhawatiran membengkaknya biaya walimah.5 
Berdasarkan pengakuan warga, dengan adanya tradisi 
mee breuh warga setempat tidak takut untuk mengadakan 
pesta walaupun dengan berhutang. Itu semua karena beras 
yang dibawa oleh warga dapat mereka jual kembali. Untuk 
besaran biaya mee breuh, warga laki-laki berkisar kurang 
lebih sekitar lebih kurang Rp.500.000,- yang dikonversi 
dalam bentuk beras. Dari konversi ini menghasilkan jumlah 
beras yang cukup banyak. Tetapi tidak ada paksaan untuk 
membawa sejumlah itu. Rata-rata membawa sebanyak 
2 (dua) cupak (3 liter beras).6 Sebenarnya di samping 
membawa beras warga laki-laki juga membawa sedekah 
seikhlasnya pada malam itu.
5 Lihat juga Hartiningsih, Implementasi Pendapat Syaikh Ibrahim 
Al-Bajuri tentang Pembiayaan Walimah al-‘Ursy (Studi Kasus 
di Kabupaten Rembang). Diss. UIN Walisongo, 2015. Akbar 
Budiman, Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis 
dalam Tinjauan ‘Urf: Studi Kasus di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan 
Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Diss. 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.
6 Lihat juga Noorfazreen Mohd Aris, Sarah Dina Mohd Adnan, and 
Mariam Farhana Md. Nasir. “Sekuriti Makanan Menurut Konsep 
Filantropi Islam.” Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance 
1.2 (2017): 42-57. 
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Terdapat beberapa pendapat yang berbeda mengenai 
takaran yang dibawa di malam pesta. Perbedaan pendapat 
tersebut antara warga yang mengatakan ia wajib membawa 
dua cupak beras, terserah bagaimanapun keadaan warga 
tersebut, karena sebagian warga punya beras dari hasil tani 
untuk diserahkan dan sebagian lain membelinya. Pendapat 
warga lainnya mengatakan bahwa tidak mesti bagi yang 
tidak mampu untuk menyerahkan dua cupak beras. Warga 
yang tidak mampu tidak berkewajiban untuk menyerahkan 
dua cupak beras tersebut. 
Bagi warga yang tidak mampu untuk menyerahkan dua 
cupak beras maka tidak dipaksakan harus membawanya. 
Tetapi dia dibebankan untuk lebih membantu melalui 
tenaga. Seperti membantu untuk memanggang ikan dan 
gotong rotong lainnya.7 Kepala desa juga mengatakan 
hal yang demikian terkait takaran beras bagi yang tidak 
mampu. Namun sampai saat ini belum pernah terdengar 
ada yang tidak mampu membawa beras, karena warga akan 
bersedia berhutang untuk datang ke tempat pesta lanjut 
kepala desa.8 Di sinilah terletak dan terlihat jelas lagi 
adanya nilai kemasyarakatan dan sosialisasi yang tinggi 
dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat jarang kita 
temukan. 
7 Wawancara dengan mukim desa, Mukhtar Adam., tanggal 16 
Oktober 2018.
8 Wawancara dengan kepala desa, Syamsul Zuhri, S.Pd.I., tanggal 10 
Oktober 2018.
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Di samping menyumbang beras, biasanya warga 
memberikan sedekah tidak kurang dari Rp. 20.000,- (dua 
puluh ribu rupiah) pada masa sekarang. Mengenai jumlah 
rupiah warga menyesuaikan dengan masanya, namun 
bila ada yang memberikan kurang dari jumlah tersebut, 
tidak menjadi masalah, karena itu merupakan sedekah 
dan boleh diberikan seikhlasnya.9 Banyaknya sumbangan 
yang terkumpul setidaknya mengurangi beban keluarga 
mempelai. Rasa toleransi tetap ada bagi yang tidak mampu 
membawa beras untuk yang menyelenggarakan pesta tapi 
dalam tanda kutip bukan karena unsur kesengajaan. Pihak 
keluarga yaitu sanak saudara dari yang menyelenggarakan 
pesta akan membawa beras dengan kadar ukuran lebih 
banyak ketimbang masyarakat biasa. Mereka akan 
membawa beras satu karung atau bahkan lebih bagi yang 
keadaan ekonominya di atas rata-rata. 
Warga yang datang membawa beras disambut 
ramah oleh pihak keluarga sembari dipersilahkan untuk 
menyantap hidangan makanan. Warga yang telah datang 
pada malamnya, keesokan harinya tetap akan datang 
kembali juga. Jadi mereka tetap akan hadir esoknya sebagai 
tamu sekaligus pihak yang akan membantu juga. Dari fakta 
ini terlihat bahwa beras merupakan komponen penting 
dalam ketahanan ekonomi masyarakat.10
9 Lihat juga Mendy Thensya Sahetapy, and Posma Sariguna Johnson 
Kennedy. “Influence Of Macroeconomics Variables: Rupiah/USD, 
BI Rate.” Fundamental Management Journal 2.2 (2018): 115-129. 
10 Dwidjono Hadi Darwanto dan Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, 
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Warga yang menyelengarakan pesta tentu akan 
mendapat beras yang sangat banyak, beras yang 
didapat pula terdiri dari berbagai macam jenis. Beras itu 
dikumpulkan dalam satu tempat. Ada beberapa versi 
berbeda dalam mengimplikasikan beras yang didapat. 
Sebagian warga ada yang menyisihkannya untuk dimasak 
sehari-hari dan sisihan sebagian lainnya dijual. Sebagian 
warga lain menjual keseluruhan beras yang didapat agar 
mendapatkan uang dari hasil penjualan. Mayoritas warga 
memilih untuk menjual keseluruhan beras yang didapat 
agar mendapatkan uang yang kemudian dapat digunakan 
untuk berbagai keperluan. Hasi penjualan beras dari tradisi 
mee breuh bisa mencapai enam sampai delapan jutaan 
dan kadang bisa lebih. Hal ini sangat tergantung dengan 
fluktuasi harga beras pada saat penjualan.11
Tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh 
“Kedaulatan Pangan Sebagai Landasan Kedaulatan Bangsa.” 
Pembangunan Pertanian: Membangun Kedaulatan Pangan (2019): 
56. Lihat juga Ermawati Dewi, “Analisis Kebijakan Swasembada 
Beras Dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan.” Jurnal 
AGRIBIS 14.1 (2018): 29-42. Lihat juga Iman Amanda Permatasari, 
and Junior Hendri Wijaya, “The Comparison Of Food Policy Era 
The Leadership Of Soeharto And Susilo Bambang Yudhoyono.” 
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah 2.1 (2018): 65-84.
11 Pramitya Lisnawaty Ayunda, Analisis Perbandingan Regresi 
Logistik Model Logit Dan Probit Untuk Menentukan Variabel 
Yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga Beras Pada Daerah Surplus 
Dan Defisit. Diss. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2018. 
Lihat juga Catur Sugiyanto and Soetatwo Hadiwigeno, “Integrasi 
Pasar Beras Indonesia dengan Pasar Beras Internasional.” Jurnal 
Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan 1.2 (2018). 
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masyarakat di desa Geulumpang Sulu Barat berjalan dengan 
sangat baik tanpa ada permasalahan apapun yang terjadi. 
Hal itu bisa terwujud dikarenakan masyarakat di desa 
tersebut selalu kompak dalam menjalankannya. Walaupun 
terkadang kepala keluarganya sedang sakit dan tidak bisa 
datang di malam pesta, namun beras tetap diantar oleh 
sanak keluarga yang lain, baik itu anaknya atau perwakilan 
dari tetangga sebelah yang berdekatan dengan orang yang 
berhalangan.12
4.2. Sanksi Adat Melanggar Hukum Adat Mee breuh
Dalam tradisi hukum adat mee breuh juga terdapat 
sanksi adat, bagi warga yang dengan sengaja tidak 
melakukan tradisi mee breuh. Sanksi untuk hukum adat 
mee breuh biasanya adalah sanksi pengucilan (exiling).13 
Biasanya pelanggar akan dikucilkan dari komunitas 
masyarakat, dengan tidak dilibatkan dalam acara-acara 
masyarakat. Apabila pelanggar ini mengadakan acara 
walimah atau acara-acara lainnya, tidak akan dibantu 
secara bersama-sama oleh warga setempat.
Pelaksanaan sanksi ini pernah diterapkan beberapa 
tiga tahun silam terhadap seorang seorang warga, 
yang dirahasiakan identitasnya oleh ketua pemuda 
12 Wawancara dengan sesepuh desa, Ibu Munjiah., tanggal 18 
Oktober 2018. 
13 Lihat Hemchand Gossai, “The Exile of Cain and the Destiny of 
Humankind: Punishment and Protection.” T&T Clark Handbook 
of Asian American Biblical Hermeneutics (2019): 211. 
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desa Geulumpang Sulu Barat. Warga tersebut selalu 
menghadiri dan melakukan tradisi mee breuh, namun letak 
permasalahannya bukan pada kepala keluarga tersebut, 
namun masalahnya ialah dia mempunyai anak lulusan 
SMA. 
Anak SMA tidak melakukan tradisi mee breuh 
terhadap warga setempat, disebabkan bekerja jauh 
dari kampung halaman, sehingga ketika sampai di 
kediamannya anak tersebut merasa lelah dan langsung 
beristirahat. Terkadang juga dia tidak mengetahui adanya 
pesta di desanya, karena kurang bergaul dengan pemuda-
pemuda desa dan masyarakat sekitar. Pada hari pesta di 
kediaman si pemuda tersebut, masyarakat khususnya para 
pemuda desa tidak menghadiri pesta si pemuda tersebut. 
Ketua pemuda dan sanak keluarga, yang  sangat minim 
jumlahnya, terpaksa bergotong royong secara mandiri 
untuk membantu keluarga tersebut.14 
Sanksi adat tersebut dikecualikan bagi pemuda yang 
tidak menetap di desanya karena alasan merantau. Bisa 
saja disebabkan pemuda tersebut sedang menuntu ilmu 
di pesantren-pesantren, atau warga yang merantau untuk 
mencari rezeki. Mereka akan tetap mendapat perhatian 
warga walau sekalipun tidak pernah melakukan tradisi mee 
breuh.
14 Wawancara dengan ketua pemuda desa, Mursalin S.Pd.I., tanggal 
19 Oktober 2018.
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4.3. Tradisi Mee Breuh Dalam Tinjauan Hukum  
         Islam
Dari masa awal berlakunya tradisi mee breuh sampai 
saat ini belum pernah terdengar kabar timbul suatu 
masalah yang disebabkan oleh tradisi tersebut. Secara garis 
besar tradisi mee breuh ini tidak ada unsur pertentangan 
dengan syariat Islam. Selama ini tidak unsur-unsur, baik 
dari segi jenis benda yang diberikan dan pekerjaannya, 
yang melanggar hukum Islam. Tidak ada unsur paksaan 
serta tidak unsur barang haram yang berlangsung dalam 
tradisi tersebut.
Dalam tradisi mee breuh tersebut justru mengandung 
nilai-nilai ke-Islaman yaitu nilah sedekah. Adanya tradisi 
mee breuh di samping dapat membantu pihak keluarga 
yang menyelenggarakan pesta juga dapat membentuk nilai 
kekompakan dengan adanya persatuan dari masyarakat. 
Tradisi mee breuh hanya dilakukan oleh warga laki-laki 
saja dan anak muda yang sudah memiliki mata pencarian. 
Untuk anak-anak yang masih bersekolah tidak melakukan 
tradisi ini. Tapi mereka tetap datang ke tempat pesta untuk 
memeriahkan pesta.
Tradisi mee breuh ini, dalam hukum Islam bisa 
digolongkan dalam ‘Urf atau kebiasaan masyarakat 
setempat.15 Pada saat Islam datang dahulu, masyarakat 
15 Agung Setiyawan, “Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: 
Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) dalam Islam.” Esensia: Jurnal Ilmu-
Ilmu Ushuluddin 13.2 (2012): 203-222. Lihat juga Faiz Zainuddin, 
“Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan’Urf Sebagai Sumber 
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telah mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-
beda. Kemudian Islam mengakui yang baik di antaranya 
serta sesuai dengan tujuan-tujuan syara’ dan prinsip-
prinsipnya. Syara’ juga menolak adat istiadat dan tradisi 
yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Di samping itu, ada 
pula sebagian yang diperbaiki dan diluruskan, sehingga ia 
menjadi sejalan dengan arah dan sasarannya. 
Kemudian banyak hal yang telah dibiarkan oleh 
syara’ tanpa pembaharuan yang kaku dan jelas, tetapi 
ia biarkan sebagai lapangan gerak bagi al-‘urf al-
shahih (kebiasaan yang baik). Di sinilah peran ‘urf yang 
menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasannya 
dan rinciannya. Dalam sistem hukum Indonesia, ‘urf 
telah memainkan peranan sangat penting. Hal ini terlihat 
dalam pengadopsian ‘urf dalam Kompilasi Hukum Islam, 
khususnya yang menyangkut harta gono-gini atau harta 
bersama.16
Hukum Islam.” Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan 
Kebudayaan 9.2 (2015): 379-396. Lihat juga Arini Rufaida, Tradisi 
Begalan dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif ‘Urf. Diss. 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.
16 Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono 
Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan 
Hukum Positif.” Jurnal Wawasan Yuridika 28.1 (2015): 650-661. 
Lihat juga Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat 
Terjadi Perceraian. Visi Media, 2008.
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BAB
SIKEPAN SINDUR/
GENDONGAN
5.1. Pendahuluuan 
Aceh merupakan provinsi dengan etnik heterogen. 
Sehingga penduduk Aceh bervariasi antara satu kabupaten 
dengan kabupaten lainnya. Heterogenitas inilah yang 
membuat hukum adatnya juga beragam.1 Hukum adat 
tersebut bisa berasal turun temurun di suatu daerah, atau bisa 
saja hukum adat yang bersifat impor dari provinsi lainnya. 
Hukum adat impor ini biasanya dibawa oleh pendatang, 
yang telah menetap lama di provinsi Aceh, seperti hukum 
adat sikepan sindur. 
Sikepan sindur adalah sebuah tradisi yang dilakukan 
pada saat upacara pernikahan oleh masyarakat suku 
Jawa. Sikepan sindur adalah sebuah ritual pada saat 
resepsi pernikahan yang dilakukan oleh kedua pengantin 
1 Christopher R. Duncan, “Mixed Outcomes: The Impact Of Regional 
Autonomy And Decentralization On Indigenous Ethnic Minorities 
in Indonesia.” Development and Change 38.4 (2007): 711-733. 
Lihat juga Samuel Bazzi and Matthew Gudgeon, The Political 
Boundaries Of Ethnic Divisions. No. w24625. National Bureau of 
Economic Research, 2018.
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yang dipimpin oleh dukun manten.2 Di Desa Harum Sari 
Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang, 
sikepan sindur ini lebih dikenal dengan sebutan gendongan, 
dalam prosesi ritualnya pada saat resepsi pernikahan, 
ketika kedua pengantin sudah dipertemukan, dukun 
manten membawa kain panjang yang dibentangkan di 
belakang badan kedua pengantin, kemudian dukun manten 
membawa mereka dengan menggunakan kain panjang itu 
dan berjalan pelan-pelan menuju kepada kedua orang tua 
pengantin untuk memohon doa restu.3
Dalam segi arti atau makna yang terkandung dalam 
sikepan sindur/gendongan ini, masyarakat suka Jawa 
di Desa Harum Sari meyakini bahwa sikepan sindur/
gendongan ini mempunyai makna pantang menyerah atau 
pantang mundur. Maksudnya pengantin siap menghadapi 
tantangan hidup dengan semangat. Kemudian dengan 
melakukan sikepan sindur/gendongan dalam upacara 
pernikahan, masyarakat juga meyakini bisa terjalin cinta 
kasih sayang antara kedua mempelai. Kemudian agar 
mengingatkan kita dalam suatu perkawinan antara laki-laki 
dan perempuan timbul rasa keakraban di dalam keluarga.
2 Dukun manten adalah  tokoh adat wanita Jawa yang sudah 
dipercaya atau sudah berpengalaman dalam  melakukan ritual 
sikepan sindur pada setiap resepsi pernikahan suku Jawa.
3 Aya Sophiana, “Gaya Busana Adat Pengantin Tamiang dalam 
Upacara Perkawinan di Desa Kebun Tanah Terban Kecamatan 
Karang Baru Aceh Tamiang.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan 
Kesejahteraan Keluarga 1.1 (2016): 83-92. 
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Meskipun Desa Harum Sari terletak di provinsi 
Aceh, tapi mayoriats penduduknya bersuku Jawa, yang 
bertransmigrasi dari pulau Jawa ke pulau Sumatera dan ke 
Aceh. 95% penduduk di Desa Harum Sari bersuku Jawa, 
sedangkan 3% bersuku Gayo dan 2% lainya bersuku Batak, 
Padang dan Aceh.4 Di Desa Harum Sari ini, masih sangat 
kental mengenai adat istiadat/tradisi. Masyarakat suku 
Jawa di Desa Harum Sari selalu menggunakan tradisi 
mereka dalam segala perayaan, tak terkecuali dengan 
perayaan/resepsi pernikahan.
Pada saat resepsi pernikahan masyarakat suku Jawa 
di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten 
Aceh Tamiang, terdapat tradisi yang akan kita jumpai jika 
kita menghadiri resepsi pernikahan suku Jawa. Tradisi 
ini dijalankan oleh kedua pengantin. Tradisi ini disebut 
sikepan sindur/gendongan yang dilakukan oleh kedua 
pengantin pada saat resepsi pernikahan. Masyarakat suku 
Jawa di desa Harum Sari masih sangat menghargai dan 
melestarikan tradisi-tradisi mereka, tak terkecuali tradisi 
dalam resepsi pernikahan. Hal ini terlihat pada setiap 
resepsi pernikahan suku Jawa di Desa Harum Sari, akan 
selalu menerapkan tradisi sikepan sindur/gendongan pada 
resepsi pernikahannya.
Dalam tradisi Jawa, terdapat upacara-upacara yang 
secara khusus mengatur perkawinan. Upacara-upacara 
4 Zulyani Hidayah,  Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia. Yayasan 
Pustaka Obor Indonesia, 2015. 
64 HUKUM ADAT PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT ACEH TINJAUAN ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI HUKUM
perkawinan tersebut secara substantif memiliki makna 
edukatif. Upacara tersebut diproyeksikan bahwa liku-
liku upacara perkawinan dimaknai bagaikan liku-liku 
kehidupan yang akan dihadapi oleh mempelai.5 Oleh karena 
itu, pengantin diajak untuk berdoa, prihatin, bertanggung 
jawab, harmoni dengan alam dan lingkungan sosialnya, 
sebagai bentuk kesalehan suami istri secara religius, adat, 
keluarga dan masyarakat.6
Dalam khasanah kepustakaan Jawa terdapat banyak 
kebiasaan-kebiasaan, simbol-simbol, nasehat-nasehat 
berupa pantangan dan anjuran dalam proses perkawinan.7 
Khasanah dan tradisi ini belum banyak terungkap 
untuk dipahami maknanya. Sekalipun sudah mentradisi 
dalam perilaku dan upacara masyarakat. Tradisi-tradisi 
perkawinan itu merupakan suatu etika dalam kehidupan 
manusia.8
Upacara tradisional merupakan tingkah laku resmi 
yang dilakukan untuk peristiwa-peristiwa tertentu pada 
kegiatan teknis sehari-hari, sekaligus mempunyai kaitan 
dengan kepercayaan dan adat akan adanya kekuatan di 
5 M. Jandra, Etika Jawa di Sektor Perkawinan, (Jurnal Penelitian 
Agama, Nomor 8. Tahun III September-Desember, 1994), hlm. 2.
6 Mistaram, Upacara Tebus Kembar Mayang dalam Perkawinan 
Masyarakat Pesisiran Suatu Interpretasi Simbolik, hlm. 5.
7 Ibid, hlm. 4
8 Etika adalah kebiasaan, artinya sebuah pranata perilaku seseorang 
atau sekelompok orang, dalam hal ini suku Jawa yang tersusun 
dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala 
alamiah kelompok masyarakat tertentu. 
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luar kemampuan manusia. Dalam tradisi masyarakat Islam 
santri maupun abangan misalnya, bahwa perkawinan 
adalah bentuk manifestasi tentang tata cara hidup 
dengan cara menggunakan sarana agama, seperti berdoa, 
berkurban dan kegiatan upacara ritual lainnya.9
5.2. Analisis Hukum Islam Terhadap Sikepan Sindur/ 
        gendongan
Fiqh memang tidak menjelaskan mengenai tradisi 
sikepan sindur ini. Tradisi ini hanya dijelaskan di dalam 
salah satu adat di Indonesia. Meskipun demikian, pada 
dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima 
secara prinsip. Bahkan dalam kaidah fiqh menyebutkan 
bahwa:
ةمكحم ةداعلا
“Adat itu dapat menjadi dasar hukum.”
Dalam hal ini adanya sebuah hadis marfu’ yang 
diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud yang menjadi dasar 
sebuah tradisi (‘urf):
ُ هَاَءر َاَمو ٌَنسَح ِهللا َْدِنع َُوَهف ًاَنسَح َْنُوِملُْسْملا ُهَاَءر َام 
ٌ ءَْيس ِهللا َْدِنع َُوَهفًاْئيَس َْنُوِملْسملا 
9 Mistaram, Upacara Tebus Kembar Mayang dalam Perkawinan..., 
hlm.6. 
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“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang 
Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang 
dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah 
pun digolongkan sebagai perkara yang buruk.”(HR. 
Ahmad, Bazar, Thabrani dalam kitab Al-Kabir dari 
Ibnu Mas’ud). 
Ulama sepakat dalam menerima adat, apabila dalam 
perbuatan adat itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada 
unsur mudharat, atau unsur manfaatnya lebih besar dari 
unsur mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara 
substansial mengandung unsur maslahat. Adat dalam 
bentuk itu dikelompokkan kepada adat atau ‘urf  shahih.10 
Melihat dari segi penilaian baik buruknya, adat atau ‘urf 
terbagi menjadi dua macam, yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid. 
‘Urf shahih ialah suatu yang telah dikenal oleh manusia 
dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, juga tidak 
menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan 
yang wajib. Sedangkan ‘urf fasid yaitu yang saling dikenal 
orang, tapi berlainan dari syariat, atau menghalalkan yang 
haram, atau membatalkan yang wajib.11
10 Taiwo Moshood Salisu, “‘Urf/‘Adah (Custom): An Ancillary 
Mechanism in Shari ‘ah.” Ilorin Journal of Religious Studies 3.2 
(2013): 133-148. Lihat juga Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang 
Adat: Telaah Adat dan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” Lisan 
al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan 9.2 
(2015): 379-396. Lihat juga Amir Syarifudiin, Ushul Fiqh, jilid 2 
(Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 363. 
11 Rahmat Syafe’i, Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 
128.
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Dari segi objeknya, tradisi sikepan sindur ini 
termasuk ke dalam urf ‘amali, yakni kebiasaan masyarakat 
yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah 
keperdataan. Dari segi cakupannya, tradisi sikepan sindur 
ini termasuk ke dalam ‘urf khashah yakni kebiasaan yang 
berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Dalam hal 
ini, tradisi sikepan sindur merupakan tradisi khusus bagi 
masyarakat suku Jawa di Desa Harum Sari sedangkan suku 
lain yang tinggal di Desa Harum Sari tidak menerapkannya. 
Dari segi keabsahannya, tradisi sikepan sindur termasuk 
ke dalam “urf shahih yakni kebiasaan yang berlaku di 
masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-
Qur’an dan Hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan 
mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada 
mereka. Karena pelaksanaan tradisi ini hanya sebagai 
sarana pelestarian kebudayaan yang sudah diberikan 
oleh leluhur-leluhur mereka. Dan juga sebagai sarana 
pengharapan kebaikan bagi calon pengantin, serta dalam 
pelaksanaannya tidak memberatkan masyarakat juga tidak 
membawa kemafsadatan bagi mereka.
Tradisi sikepan sindur yang ada di Desa Harum Sari 
Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang 
sudah memenuhi persyaratan sebagai ‘urf. Di antaranya 
persyaratan menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya 
antara lain:12 Pertama,‘Urf bernilai maslahat dan dapat 
diterima akal sehat.13 Tradisi sikepan sindur di Desa Harum 
12  Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, hlm. 270. 
13 John Makdisi, “Legal logic and equity in Islamic law.” The American 
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Sari yang terjadi pada saat ini di dalam masyarakat memiliki 
sisi-sisi kemaslahatan yaitu merupakan pelestarian adat 
dan budaya Jawa yang telah berjalan sekian lama dalam 
masyarakat Desa Harum Sari.
Kedua, ‘Urf yang berlaku umum dan merata di 
kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat 
itu atau di kalangan sebagian besar warganya. Pelaksanaan 
tradisi sikepan sindur yang dilakukan oleh masyarakat Desa 
Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh 
Tamiang tidak memandang status sosial, keturunan serta 
kedudukan lainnya.
Ketiga,‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan 
hukum telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘urf yang 
muncul kemudian. Tradisi sikepan sindur yang dilakukan 
masyarakat Desa Harum Sari memang bukan sebuah 
kewajiban dalam setiap resepsi pernikahan Jawa dan tidak 
ada sanksi sosial, tapi bagi salah satu masyarakat yang 
tidak menerapkannya, akan dianggap sebagai masyarakat 
yang tidak melestarikan kebudayaan Jawa.
Keempat, ‘Urf tidak bertentangan dan melalaikan 
dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip 
hukum Islam. Tradisi sikepan sindur yang berkembang 
Journal of Comparative Law 33.1 (1985): 63-92. Lihat juga Wael 
B.Hallaq, “The Logic of Legal Reasoning in Religious and Non-
Religious Cultures: The Case of Islamic Law and the Common Law.” 
Clev. St. L. Rev. 34 (1985): 79. Lihat juga Jasser Auda, Maqasid 
al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach. 
International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
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saat ini di Desa Harum Sari tidak bersimpangan dengan 
norma-norma Islam. Tradisi-tradisi yang berjalan dalam 
masyarakat ini tidak menjadi beban dalam pelaksanaan 
dan tidak membawa mudharat bagi masyarakat.
70 HUKUM ADAT PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT ACEH TINJAUAN ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI HUKUM
71Muhammad Siddiq Armia, MH., PhD
BAB 6
LARANGAN  
MENIKAH  
DALAM SATU  
TAHUN SAMA
6.1. Pendahuluan
Hukum adat melarang menikah dalam satu tahun 
yang sama dipraktekkan di Desa Sungai Kuruk II, 
Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Di desa 
ini berkembang keyakinan bahwa saudari kandung tidak 
boleh menikah pada satu tahun yang sama. Masyarakat 
desa percaya bahwa jika kepercayaan itu dilanggar maka 
akan ada dampak atau akibat yang diterima.1 Menurut 
masyarakat setempat, jika dua saudari kandung menikah 
dalam satu tahun yang sama, maka di rumah itu akan 
terjadi kekosongan rumah, hal itu lah yang menyebabkan 
dilarangnya menikah saudari kandung pada tahun yang 
sama.2
1 Lihat juga Hengki Irawan, “Pepali Dalam Adat Pernikahan 
Masyarakat Jawa di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten 
Jember.” (Universitas Negeri Jember, 2015). 
2 Wawancara dengan pak datok (kepala desa) Sungai Kuruk II, 
Oktober 2018 
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Di Desa Sungai Kuruk, jika wanita dan laki-laki 
menikah, maka istri ikut hidup bersama suami dan 
meninggalkan rumah kedua orang tuanya, hal ini lah yang 
menimbulkan pernyataan” kekosongan rumah”, kejadian 
“kekosongan rumah” ini yang tidak boleh dilakukan.3 
Sebagian masyarakat tidak mengetahui latar belakang 
munculnya kepercayaan ini, tetapi mereka percaya 
dengan kebenaran kepercayaan ini dan akibat bagi yang 
melanggarnya.4 
Kepercayaan ini diyakini secara turun temurun sejak 
zaman nenek moyang. Tidak ada kepastian waktu kapan 
zaman nenek moyang tersebut. Tapi nampak jelas akibat 
dari pelanggaran kepercayaan ini, maka keyakinan ini 
terus diyakini hingga saat ini, dan diwariskan dari generasi 
ke generasi.5 Mayoritas masyarakat Desa Sungai Kuruk II 
tidak tahu pasti juga sejak kapan kepercayaan ini mulai 
diyakini. Masyarakat hanya tahu kepercayaan ini yang 
sudah sangat kuat diyakini oleh masyarakat, karena cerita 
tentang keyakinan ini sudah diberitahukan dari turun-
temurun.6
Pada umumnya masyarakat Desa Sungai Kuruk II 
meyakini kepercayaan dilarangnya menikah dua saudari 
3 Wawancara dengan ketua adat sungai kuruk II, Oktober 2018
4 Wawancara dengan Pak Mansur (salah seorang warga sungai kuruk 
II), Oktober 2018.
5 Wawancara dengan ketua adat sungai kuruk II, Oktober 2018.
6 Wawancara dengan Bu Saniah(salah seorang warga sungai kuruk 
II), Oktober 2018.
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kandung pada satu tahun yang sama. Hal ini terlihat karena 
setiap ada warga desa yang ingin menikah mereka biasanya 
menemui ketua adat desa. Konfirmasi ini bertanya-tanya 
lebih lanjut mengenai adat perkawinan desa tersebut. 
Di samping itu biasanya para calon mempelai bertanya 
tentang apa yang boleh dan tidak boleh, yang menjadi 
hukum adat turun-temurun masyarakat desa tersebut.7 
Indikasi kepercayaan masyarakat bisa dilihat dari 
banyaknya masyarakat yang mengetahui cerita keyakinan 
ini dan jarang sekali masyarakat yang melanggar. Jika 
ada dua saudari kandung yang umurnya hanya beda satu 
tahun, dan dua-duanya ingin menikah segera mungkin, 
maka salah satu di antara mereka harus tetap ada yang 
mengalah dengan saudaranya, kejadian ini pernah dialami 
oleh salah satu warga desa tersebut.8
Hampir seluruh masyarakat percaya dengan 
kepercayaan itu, tua dan muda semua mempercayainya. 
Tidak ada warga yang berani melanggar, karena akibat 
dari melanggar hukum adat ini sudah nampak jelas oleh 
orang-orang yang terdahulu. Sehingga masyarakat yang 
hidup saat ini tidak berani melanggarnya.9 Akibat bagi 
orang yang melanggar kepercayaan ini bisa bermacam-
macam. Berdasarkan keyakinan masyarakat pelanggaran 
7 Wawancara dengan ketua adat sungai kuruk II, Oktober 2018.
8 Wawancara dengan bu Marfu’ah(salah seorang warga) Oktober 
2018.
9 Wawancara dengan Sandi(salah seorang pemuda desa) Oktober 
2018.
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adat ini bisa terkena sanksi alam seperti kena sial. Dampak 
pelanggaran ini diyakini bukan hanya bagi pasangan yang 
melanggar kepercayaan ini, tapi juga berdampak bagi 
keluarga besar mempelai wanita yang membuat acara, 
termasuk ayah dan ibu si perempuan, atau adik si ayah 
percaya dengan kepercayaan itu. Tapi ternyata abangnya 
(ayah perempuan yang membuat acara) melanggar 
kepercayaan itu, terjadilah salah faham di dalam keluarga 
besar itu.10
Akibat lain dari pelanggaran kepercayaan ini adalah 
tidak harmonisnya rumah tangga. Salah satu di antara 
dua pasangan ini bisa terjadi salah faham, yang membuat 
rumah tangga itu seperti tidak tenang. Bahkan masyarakat 
menyakini pelanggarnya akan berakibat suami istri 
tersebut berpisah. Ini terjadi pada salah satu pasangan 
saja, sedangkan pasangan satunya lagi tidak terjadi 
masalah.11 Akibat lainnya adalah salah satu dari pasangan 
yang melanggar itu bisa saja lama mendapatkan keturunan 
walau sudah bertahun-tahun menikah.12 Jika ada salah 
seorang warga desa yang melanggar, maka akan menjadi 
bahan pembicaraan masyarakat desa. 
Terlebih lagi jika akibat yang diceritakan selama ini 
benar-benar dialami dengan pasangan yang melanggar 
10 Wawancara dengan ketua adat Desa Sungai Kuruk, Oktober 2018.
11 Wawancara dengan pak datok(kepala desa) sungai kuruk II, 
Oktober 2018.
12 Wawancara dengan Jamilah(salah satu pemudi kampong sungai 
kuruk II, Oktober 2018.
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itu, maka masyarakat menjadikan itu pelajaran tanpa 
memberikan sanksi khusus.13 Masyarakat menilai 
fenomena ini sebagai sesuatu hal yang wajar. Karena 
masyarakat melihat langsung dampak yang terjadi bagi 
setiap orang yang melanggar. Setiap ada pengalaman 
buruk yang terjadi berkali-kali akibat satu kejadian yang 
sama, maka tidak salah jika masyarakat lain tidak mau 
kejadian buruk itu terjadi kepada mereka. Fenomena ini 
memang tidak masuk akal, tetapi fakta yang terjadi di 
tengah masyarakat menomorduakan logika dan meyakini 
realita.14
6.2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan  
         Menikah Pada Satu Tahun Yang Sama
Kepercayaan masyarakat terhadap larangan menikah 
pada satu tahun yang sama berkaitan erat dengan hal-
hal mistis. Dominasi hukum adat di sini tidak muncul 
secara dominan. Tidak ada prosesi hukum adat bagi 
pelanggarnya, seperti adanya denda adat dan pengucilan 
dari masyarakat. Pelanggar larangan ini cenderung 
ditakut-takuti dengan cerita-cerita mistis, yang sifatnya 
sangat kebetulan. Masyarakat Sungai Kuruk II tidak 
mengetahui dasar kepercayaan larangan menikah bagi dua 
saudari kandung pada tahun yang sama, masyarakat hanya 
13 Wawancara dengan pak datok(kepala desa) sungai kuruk II, 
Oktober 2018.
14 Wawancara dengan pak datok(kepala desa) sungai kuruk II, 
Oktober 2018.
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melihat realita akibat dari dilanggarnya kepercayaan itu. 
Maka timbullah kepercayaan itu berdasarkan cerita turun 
temurun, kepercayaan ini tidak berdasarkan nash hanya 
berdasarkan sebab akibat yang terjadi.
Kepercayaan yang diyakini masyarakat Desa Sungai 
Kuruk II selama bertahun-tahun tentang tidak boleh 
menikah pada tahun yang sama bagi saudari kandung, tidak 
sesuai dengan tuntunan hukum Islam.15 Hal ini karena jika 
ada adik dan kakak yang jarak umurnya tidak beda jauh, lalu 
mereka ingin segera menikah, maka salah satu di antara 
mereka harus ada yang mengalah dan menunggu hingga 
tahun depan. Bukankah hukumnya wajib menikah bagi 
seseorang yang sudah sangat ingin menikah, apalagi dia 
merasa mampu untuk menikah.16 Jika ia harus menunggu 
hingga tahun depan maka dikhawatirkan akan terjadi 
kemaksiatan. Sebagaimana Rasulullah bersabda :
َُّضغَأ ُه َّ ِنَاف.ْج ََّوَزَتْيلـَ ف ََتءَاْبلا ُْمْكِنم َعَاَطتْسلا َِنم ِبَاب َّشلا ََرْشَعمَاي 
ٌ ءَاِجو َُهل ُه َّ ِنَاف ِْمو َّصلِاب ِْهَيَلَعف ْعَِِطتَْسي َْمل َْنَمو ِْجَرْفِلل ُنَصْحََأو َِرَصْبِلل
“Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian yang 
15 Ahmad Sa‘id. Hawwa, “Sur al-Tahayul ‘ala al-Riba wa Hukmuha fi al-
Shari ‘ah al-Islamiyyah.” (2007). Lihat juga Umar Hasyim,”Syetan 
Sebagai Tertuduh dalam Masalah Sihir Tahayul Pedukunan dan 
Azimat, Surabaya: PT.” Bina Ilmu (1989).
16 Lihat juga Afrizal Ahmad, Hirarki Motivasi Menikah Dalam Islam 
Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah. Diss. Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau, 2011. 
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telah mampu kebutuhan pernikahan, maka menikahlah. 
Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan 
dan lebih menjaga alat vital. Barang siapa yang belum 
mampu menikah, hendaknya dia berpuasa, karena itu 
merupakan obat baginya.” (HR Bukhari Muslim)
Wahbah Zuhaili juga menguatkan dengan 
pernyataannya bahwa pernikahan dapat menjaga 
kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus 
ke dalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk 
menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan 
terus melahirkan dan mempunyai keturunan.17 Dengan 
demikian, maka jelaslah larangan menikah saudari 
kandung pada satu tahun yang sama akan menimbulkan 
kemudharatan bagi wanita, karena harus menunggu terlalu 
lama pasangannya untuk menikah. 
Kemudharatan yang akan muncul selain 
dikhawatirkannya akan terjadi kemaksiatan. Di samping 
itu, dikhawatirkan akan terjadi salah faham di antara 
dua orang saudari tersebut. Proses harus menunggu 
hingga tahun depan merupakan waktu yang cukup lama. 
Ketidaksabaran calon suami perempuan yang harus 
mengalah itu, memungkinkannya untuk menikah dengan 
wanita lain, karena sudah tidak sanggup menunggu hingga 
tahun selanjutnya. 
17 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam, Jilid 9, Terj: Abdul Hayyie al-
Kattani,dkk, (Jakarta:Gema Insani:2011), hlm. 49. 
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Kepercayaan saudari kandung tidak boleh menikah 
pada tahun yang sama dapat digolongkan dalam perbuatan 
syirik.18 Pada hakikatnya yang harus dipercayai dan diimani 
bahwa Qadha dan Qadar sudah menjadi ketentuan Allah 
SWT, bukan karena menikah dalam tahun yang sama. 
Dalam firman-Nya Allah SWT memerintahkan kepada 
umat manusia untuk percaya kepada Qadha dan Qadar. 
Tentang Qadha Allah SWT berfirman:
 ُه َّ للا ِِكلََٰذك َلَاق ۖ ٌَرَشب ِينَْسْسَمي َْمَلو ٌَدَلو ِيل ُنُوَكي ٰىَّ نَأ َِّبر َْتلَاق
ُنُوَكَيف ْنُك َُهل ُلُوَقي َام َّ نَِإف ًارْمَأ 
ٰ
َىَضق َاذِإ ۚ ُءَاَشي َام ُُقْلخَي
Maryam berkata: “Ya Tuhanku, betapa mungkin aku 
mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh 
oleh seorang laki-lakipun”. Allah berfirman (dengan 
perantaraan Jibril): “Demikianlah Allah menciptakan 
apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak 
menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata 
kepadanya: “Jadilah”, lalu jadilah dia (Q.S.  Ali ‘Imran: 
47)
Ayat lain Allah SWT menerangkan tentang Qadar:
18 Bisri Tujang, “Pengaruh Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap 
Pemikiran Ibnu Abdulwahhab Tentang Syirik (Studi Komparasi).” 
Al-Majaalis 3.2 (2016): 77-110. Lihat juga Setia Budiyanti, “Perilaku 
Sosial Budaya Masyarakat Petani yang Bertendensi Menimbulkan 
Syirik di Tengah Kehidupan Masyarakat Cirebon.” Ta’dib: Jurnal 
Pendidikan Islam 7.2 (2018): 53-60. Lihat juga Perdana Akhmad, 
Membongkar Kesesatan Perilaku Syirik. Quranic Healing Indonesia 
(Didukung: Adamssein Media).
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ًاَدبَ ز ُْلي َّسلا ََلَمتْحَاف َاِهَرَدِقب ٌَةِيدْوَأ َْتلَاَسف ًءَام ِءَام َّسلا َِنم ََلْزنَأ 
ۚ  ُُهْلِثم ٌَدبَ ز ٍعَاَتم ْوَأ  ٍَةْيلِح  َءَاِغْتبا  ِرا َّ نلا ِيف  ِْهَيَلع َنُوِدقُوي ا َّ ِمَمو ۚ ًايِ بَار 
ا َّمََأو  ًۖءَافُج َُبهَْذَيف َُدب َّ زلا ا َّمََأف  َِۚلطَاْبلَاو ََّقحْلا ُه َّ للا ُِبْرَضي َِكلََٰذك 
َلَاثْمَأْلا ُه َّ للا ُِبْرَضي َِكلََٰذك  ِۚضْرَأْلا ِيف ُُثكَْمَيف َسا َّ نلا َُعْفَني َام
Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka 
mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, 
maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan 
dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk 
membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya 
seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat 
perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. 
Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak 
ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada 
manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah 
membuat perumpamaan-perumpamaan (Q.S. Ar-
Ra’d:17).
Dari kedua ayat tersebut jelaslah bahwa manusia 
sepenuhnya harus mengimani tentang qadha dan qadar 
sebagaimana ketentuan Allah SWT. Karena apabila 
meyakininya pada selain Allah, maka kecenderungan 
manusia untuk berlaku syirik sangat rentan sekali. Oleh 
karena itu, keyakinan masyarakat tentang larangan 
menikah pada satu tahun yang sama, harus dirubah secara 
perlahan. Sehingga generasi ke depannya dapat terbebas 
dari segala praktik kesyirikan. Akan tetapi, larangan 
menikah ini bisa diterima secara hukum Islam, jika tidak 
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dikaitkan-kaitkan dengan kesialan bagi pelanggarnya.19 
Bisa saja pelarangan ini karena keterbatasan dana untuk 
melakukan walimah pada waktu bersamaan, dan ini 
dengan persetujuan berbagai pihak bukan dengan paksaan. 
Namun demikian, kalau pelarangan hanya karena alasan 
dana, masih bisa disiasati dengan membuat walimah dalam 
waktu yang sama, sehingga menghemat biaya, waktu dan 
tempat. Hal-hal semacam inilah yang perlu diperhatikan 
dan dicarikan jalan keluar terbaik, demi menjalankan 
sunnah nabawiyah berupa ikatan suci pernikahan.
19 Lihat juga Sartika Ipaenin, Angka Keberuntungan Dan Angka 
Kesialan Dalam Pemahaman Orang Tionghoa Diyogyakarta. Diss. 
Universitas Gadjah Mada, 2013. Lihat juga Sri Wintala Achmad, 
“Pamali & Mitos Jawa “Ilmu Kuno” Antara Bejo dan Kesialan.” 
(2014).
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BAB
HAREUTA  
PEUNULANG 
BAGI ANAK  
PEREMPUAN
7.1. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang penduduknya 
mempunyai aneka ragam adat kebudayaan. Dalam adat 
kebudayaan tersebut terdapat juga hal-hal yang berkaitan 
dengan hukum. Termasuk dalam hal ini mengenai hukum 
waris adat.1 Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat 
merupakan keseluruhan adat baik yang tidak tertulis dan 
hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan dan kebiasaan 
yang mempunyai akibat hukum.2
Praktik budaya ini merupakan ketentuan adat yang 
ditetapkan sejak masa kerajaan Aceh Darussalam masa 
kepemimpinan Ratu Safiatuddin. Adat ini ditetapkan 
dengan  Qanun Meukuta Alam yang di antaranya 
1 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat. Citra Aditya Bakti, 2003. 
Lihat juga Ni Kadek Setyawati, “Kedudukan Perempuan Hindu 
Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan 
Gender.” Jurnal Penelitian Agama Hindu 1.2 (2017): 618-625.
2 Soerjono Soekanto, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: 
Gunung Agung, 1995), hlm. 161. 
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mengatur tentang pemberian hareuta peunulang.3 Qanun 
ini menetapkan bahwa mempelai pria harus menetap di 
rumah istri selama minimal satu tahun.4 Menurut adat yang 
berlaku di masyarakat, bahwa anak perempuan yang telah 
berkeluarga selama dua atau tiga tahun tinggal bersama 
orang tua sebagaimana sistem matrilokal.5 Sebaliknya bagi 
anak laki-laki yang telah kawin bertempat tinggal di rumah 
mertuanya (tempat istrinya).6
Harta peunulang sering dipahami sebagai hibah 
kepada anak perempuan oleh orang tua mereka, ketika 
anak-anaknya telah berkeluarga. Biasanya orang tua 
memberikan harta yang tidak bergerak tersebut untuk 
menunjang kehidupan baru yang akan dijalankan oleh anak 
mereka yang baru melangsungkan pernikahan. Ada orang 
tua yang memberikan peunulang ini pada saat pernikahan 
berlangsung, namun ada juga yang memberikan setelah 2 
3 Mohammad Kalam Daud dan T. A. Sakti. “Qanun Meukuta Alam: 
Syarah Tadhkirah Tabaqat Teungku di Malek dan Komentarnya.” 
(2010). 
4 Rasyidah, “Konstruksi Makna Budaya Islam Pada Masyarakat Aceh” 
dalam Jurnal Ibda’ Kebudayaan Aceh, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 
2012, hlm. 218-230
5 Masthuriyah Sa,  “Akulturasi Hukum Islam & Hukum Adat 
Perkawinan Matrilokal Di Madura.” IBDA: Jurnal Kajian Islam 
dan Budaya 14.1 (2016): 129-138. Lihat juga Welhendri Azwar, 
Matrilokal dan status perempuan dalam tradisi bajapuik: studi 
kasus tentang perempuan dalam tradisi bajapuik. Galang Press, 
2001. 
6 Wawancara dengan Murdani Mustafa Warga Gampoeng Dham 
Puloe pada Tanggal 13 Oktober 2018 Pukul 17.00 Wib di Desa 
Dham Ceukok, Aceh Besar.
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tahun pernikahan mereka dan setelah mereka dikaruniai 
seorang anak. Pada umumnya hareuta peunulang berupa 
penghibahan benda tidak bergerak (rumah atau tanah), dari 
orang tua kepada anak perempuannya yang telah menikah. 
Penghibahan tersebut pada umumnya disaksikan oleh 
geuchik. Pemberian harta ini bertujuan untuk membekali 
anak menjalani kehidupan baru berumah tangga.7
Hareuta peunulang merupakan pemberian orang tua 
untuk anak perempuan yang sudah menikah dan harta ini 
terpisah dari harta warisan. Pemberian tersebut biasanya 
dalam bentuk rumah beserta tanahnya, sepetak tanah 
sawah atau sejumlah ternak. Jumlah peunulang sangat 
tergantung kepada kemampuan orang tua si perempuan. 
Namun pada dasarnya yang diberikan peunulang adalah 
anak perempuan dan kebiasaannya adalah pemberian 
rumah beserta tanahnya.8
Pemberian hareuta peunulang bagi istri oleh orang 
tua mempelai perempuan merupakan salah satu bentuk 
kearifan lokal demi kepentingan perempuan, terutama 
bila sewaktu-waktu terjadi pertengkaran hebat suami 
istri, dan sampai suami menjatuhkan talak terhadap 
istrinya. Dalam kondisi seperti ini, si isteri tidak perlu 
7 Wawancara dengan  Tgk. Ridwan Keuchik Gampong Dham Ceukok 
Pada Tanggal 11 Oktober 2018 Pukul 20.00 WIB di Rumah Tgk. 
Ridwan, Aceh Besar
8 Wawancara dengan Tuha Peut Gampoeng Dham Ceukok, Tgk. 
Rusdy Hamzah pada 10 Oktober 2018 pukul 17.00 WIB di Dham 
Ceukok, Aceh Besar.
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meninggalkan rumah, karena rumah itu adalah rumah 
miliknya. Dalam kondisi ini, perempuan telah memiliki 
potensi ekonomi berupa aset tempat tinggal. Tradisi ini 
sekaligus memberikan peningkatan nilai tawar bagi istri 
dalam keluarga di hadapan suaminya. Peningkatan nilai 
tawar ini dapat mengimbangi posisi suami dalam sebuah 
perkawinan atau rumah tangga. Dalam banyak kasus, jika 
tidak ada posisi tawar semacam ini, maka terjadi kekerasan 
dan kesewenang-wenangan suami dan juga keluarga suami 
terhadap istri. 
7.2. Faktor Yang Mendorong Orang Tua Memberikan 
       Hareuta peunulang Kepada Anak Perempuan
Berkaitan dengan pemberian orang tua kepada 
anak  perempuan melalui hareuta peunulang selain dalam 
konteks sejarah, juga terdapat berbagai faktor lain yang 
melatarbelakangi orang tua dara baroe (pengantin wanita) 
dalam pemberian hareuta peunulang, faktor-faktor tersebut 
diantaranya adalah; Pertama, sebagai bekal di kemudian 
hari. Pada dasarnya kewajiban nafkah berada di tangan 
suami termasuk dengan penyediaan tempat tinggal untuk 
istri sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pada pasal 
80 (4).9 Namun dalam perjalanan kehidupan mengarungi 
9 Pasal 80 ayat 4 berbunyi : “sesuai dengan penghasilannya suami 
menanggung”  (1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri 
(2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan 
bagi istri dan anak (3) Biaya pendidikan bagi anak.Republik 
Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik 
Indonesia No 1 Tahun 1991, Pasal 80.
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bahtera rumah tangga, ketika terjadi perselisihan diantara 
suami dan istri, sering kali perempuan yang harus keluar 
dari rumah. Kasus seperti ini sangatlah tidak patut terjadi 
kepada perempuan, yang seharusnya dilindungi. Untuk 
mengantisipasi hal ini, orang tua dari pihak perempuan di 
Aceh berinisiatif memberikan rumah dan tanah bagi anak 
perempuan yang telah menikah. Hukum adat ini bertujuan 
agar seorang anak perempuan, jika dalam kehidupan 
berkeluarga mendapatkan musibah, baik karena ditinggal 
mati suami atau ditinggal karena perceraian, masih bisa 
bertempat tinggal di rumah tersebut.10
Salah satu tujuan utama pemberian hareuta 
peunulang adalah untuk memastikan perempuan memiliki 
bekal minimal untuk memulai hidup berumah tangga. Di 
samping itu, untuk memastikan apabila terjadi sesuatu 
terhadap suaminya, seperti meninggal dunia, maka si 
perempuan telah memiliki rumah sendiri yang tidak dapat 
diganggu-gugat oleh siapapun.11 Kedua adalah untuk 
mempersulit perceraian. 
Dengan adanya pemberian hareuta peunulang kepada 
anak perempuan, maka akan mempersulit terjadinya 
perceraian. Karena terikat dengan harta peunulang yang 
10 Wawancara dengan bapak Rusdy Hamzah, Tuha Peut Desa Dham 
Ceukok, Pada Tanggal 10 Oktober 2018 Pukul 20.00 WIB di Dham 
Ceukok, Aceh Besar.
11 Afrizal, Pelaksanaan dan Status Hukum Pemberian Orang Tua kepada 
anak perempuan melalui Hareuta Peunulang di Kabupaten Aceh Besar, 
Vol. 1 No. 2 , hlm. 1-17. 
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diberikan. Dan suami akan lebih menghargai istri dan 
tidak boleh bersikap sewenang-wenang.12
Ketiga adalah faktor perasaan kasih sayang. Faktor lain 
dari pemberian hareuta peunulang kepada anak perempuan 
adalah sebagai bentuk perwujudan kasih sayang orang tua 
kepada anaknya, yang disimbulkan dengan pemberian 
hareuta peunulang. Karena orang tua ingin menunjukkan 
rasa kasih sayangnya, yang tidak akan pernah putus kepada 
anaknya meski anaknya telah berumah tangga. Pemberian 
itu diberikan dengan suka rela dan tidak akan pernah akan 
ditarik kembali atau dimintakan kembali.13 
Keempat adalah faktor ekonomi. Hareuta peunulang 
dimaksudkan untuk memberi bekal secara ekonomi untuk 
anaknya yang baru berumah tangga. Biasanya saat merintis 
kehidupan rumah tangga, suami dari anak perempuannya 
belum mempunyai pekerjaan tetap. Kalaupun ada masih 
sebatas memulai karirnya dari awal. Sehingga terkadang 
mengalami kesulitan dalam perekonomian, sehingga 
pemberian rumah dan sawah dapat membantu kebutuhan 
kehidupan mereka.14 Di samping itu, pemberian rumah 
12 Wawancara dengan bapak Nurdin Tuha Peut Desa Dham Ceukok, 
pada Tanggal 12 Oktober pukul 20.00 WIB di Balai Pengajian.
13 Wawancara dengan bapak Murdani Mustafa Tokoh Masyarakat 
Desa Dham Ceukok, Pada Tanggal 10 Oktober Pukul 21.00 WIB 
di Kediaman Tgk. Amri. Wawancara dengan bapak Rusdy Hamzah 
Imuem Mesjid al-Ikhlas Lubuk Desa Dham Ceukok, Pada Tanggal 
10 Oktober 2018 Pukul 20.00 WIB di Dham Ceukok, Aceh Besar.
14 Wawancara dengan Tgk. Amri Tokoh Masyarakat di Desa Dham 
Ceukok pada tanggal 11 Oktober 2018 Pukul 20.00 WIB di Balai 
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kepada anak perempuan merupakan suatu penghormatan 
dan menghargai harkat dan martabat wanita di masyarakat 
Aceh. Fenomena sosial tersebut berjalan dengan sendirinya 
tanpa ada suatu keterpaksaan.15
7.3. Tata Cara Dalam Memberikan Hareuta  
         Peunulang  Kepada Anak Perempuan
Hareuta peunulang tersebut diberikan oleh orang yang 
mampu kepada anak perempuannya. Hal tersebut dapat 
diketahui dengan adanya prosesi peumeukleh (pemisahan). 
Namun tidak semua pemberian hareuta peunulang dengan 
mengadakan proses pemeukleh. Proses tersebut biasanya 
dilakukan oleh orang yang mampu dalam hal harta. 
Biasanya prosesi pemberian hareuta peunulang tersebut 
diberikan di hadapan tokoh masyarakat. Apabila keluarga 
tersebut tidak mampu untuk mengadakan kenduri 
syukuran (prosesi peumeukleh), maka orang tua langsung 
menyerahkan harta tersebut kepada anaknya sesuai 
dengan keinginannya dengan persetujuan keluarga.16
Peumeukleh adalah peristiwa perpisahan dengan 
orang tua keluarga dari pihak istri menuju ke rumah 
baru pasangan suami istri. Selama suami istri belum di-
Pengajian.
15 A. Rani Usman, Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, 
Integrasi dan Konflik, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2003), hlm. 
67. 
16 Wawancara dengan bapak Rusdy Hamzah, Tuha Peut Desa Dham 
Ceukok, Pada Tanggal 10 Oktober 2018 Pukul 20.00 WIB di Dham 
Ceukok, Aceh Besar.
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peumeukleh atau selama mereka masih di rumah orang 
tua istri, kebutuhan mereka sehari-hari sebahagian 
besar ditanggung oleh mertua seperti kebutuhan bahan 
makanan dan pakaian. Suami-isteri tersebut berkewajiban 
untuk membantu kedua orang tuanya dalam melaksanakan 
pekerjaan sehari-hari seperti bersawah, berladang dan 
berkebun.17 Baik dari keluarga yang mampu atau tidak 
mampu, pemberian orang tua kepada anak perempuan 
melalui hareuta peunulang di Aceh dilakukan dengan cara 
lisan beserta tulisan. Penyerahan tersebut diikuti dengan 
surat hibah harta, agar suatu saat harta peunulang yang 
telah diberikan tidak dapat diperselisihkan lagi di kemudian 
hari.18 Segala bentuk penghibahan tersebut tetap disertai 
dengan surat sebagai bukti otentik.19
Pada dasarnya pemberian peunulang kepada anak 
perempuan itu sudah dianggap menjadi suatu kewajiban, 
khususnya pemberian tanah dan rumah. Namun tidak 
menutup kemungkinan orang tua juga menghibahkan 
tanah dan rumah atau dalam bentuk lainnya kepada anak 
laki-laki. Namun hareuta peunulang di Aceh Besar umumnya 
17 Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Adat dan Upacara 
Perkawinan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Pusat Penelitian 
Sejarah Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan 
Daerah, (Banda Aceh: 1978), hlm. 119. 
18 Wawancara dengan bapak Ridwan selaku  Keuchik di Desa Dham 
Ceukok, pada tanggal 11 oktober Pukul 21.00 WIB di kediaman 
Tgk. Ridwan Desa Dham Ceukok, Aceh Besar. 
19 Frans Satriyo Wicaksono, Panduan Lengkap Membuat Surat-surat 
Kuasa. VisiMedia, 2009. 
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hanya diberikan kepada anak perempuan. Sedangkan 
hibah kepada anak laki-laki dapat dilakukan kapan saja, 
berdasarkan kehendak orang tua, dan dilakukan apabila 
orang tua mempunyai kemampuan yang lebih.20 Pada 
umumnya orang tua memberikan hareuta peunulang kepada 
anaknya secara adil. 
Pemberian hareuta peunulang kepada anak perempuan, 
sudah dianggap menjadi suatu kewajiban bagi orang 
tua, untuk diberikan kepada anak perempuannya dalam 
bentuk rumah dan tanah. Setiap pemberian didasarkan 
atas kerelaan kedua orang tua dan persetujuan keluarga.21 
Sebagaimana misalnya membangun rumah dengan ukuran 
yang sama, dan luas pekarangan yang sama. Rumah 
diberikan kepada anak perempuan. Namun jika orang tua 
mempunyai harta yang lebih maka juga dihibahkan kepada 
anak laki-laki. Biasanya yang di hibahkan kepada anak laki-
laki dalam bentuk rumah toko (ruko), sawah atau ternak.22 
Biasanya apabila orang tua tidak mampu memberikan 
hareuta peunulang kepada anak perempuannya. Maka 
saudara laki-lakinya merasa berkewajiban untuk 
20 Wawancara dengan Tgk. Amri Tokoh Masyarakat di Desa Dham 
Ceukok pada tanggal 11 Oktober 2018 Pukul 20.00 WIB di Balai 
Pengajian.
21 Wawancara dengan bapak Rusdy Hamzah, Tuha Peut Desa Dham 
Ceukok, Pada Tanggal 10 Oktober 2018 Pukul 20.00 WIB di Dham 
Ceukok, Aceh Besar.
22 Wawancara dengan Ibu Mutia warga Desa Dham Ceukok pada 
Tanggal 10 Oktober 2018 Pukul 17.00 WIB di Dham Ceukok, Aceh 
Besar.
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memberikan peunulang kepada adik perempuannya, 
guna membantu orang tua dalam menyerahkan hareuta 
peunulang tersebut. Dan apabila ada keluarga yang 
memperselisihkan pemberian peunulang tersebut, maka 
orang tersebut dianggap tidak normal atau melawan 
kelaziman, karena pada dasarnya pemberian peunulang 
atas dasar persetujuan keluarga.23
7.4.  Pelaksanaan Hareuta Peunulang  Kepada 
         Anak Perempuan Menurut Hukum Islam 
Pembagian harta peninggalan menurut hukum 
adat Aceh, pada prinsipnya adalah menumbuhkan nilai-
nilai perdamaian. Artinya bahwa harta peninggalan 
itu pengurusannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang 
memberikan rasa damai kepada semua pihak yang berhak 
atas harta tersebut. Pemecahan harta dalam pandangan 
tersebut dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip 
kerukunan dan kepatuhan.24 Harta peunulang di Aceh 
sejauh ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
Pemberian peunulang tersebut sama dengan menghibahkan 
benda tidak bergerak, kepada anak perempuannya untuk 
menjalani hidupnya kelak. Pembagian hareuta peunulang 
23 Wawancara dengan bapak Rusdy Hamzah, Tuha Peut Desa Dham 
Ceukok, Pada Tanggal 10 Oktober 2018 Pukul 20.00 WIB di Dham 
Ceukok, Aceh Besar.
24 Ilyas, “Analisis Penyelesaian Hareuta Peunulang Menurut Hukum 
Adat dan Hukum Islam di Kota Banda Aceh” dalam Jurnal “Ilmu 
Hukum”, Vol. 18, No. 1, (April, 2016), pp. 93-107. 
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justru dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan 
agar anak-anak tidak merasa dibedakan kasih sayangnya 
sehingga menimbulkan perselisihan di kemudian hari.25
Pemberian hareuta peunulang itu sesuai dengan 
keinginan orang tua, justru anak tidak bisa menentukan 
banyak atau sedikitnya. Hareuta peunulang merupakan hak 
mutlak orang tua karena pemberian tersebut dalam kondisi 
orang tua masih dalam keadaan hidup. Pada dasarnya 
orang tua akan bersikap adil kepada setiap anaknya. Sejauh 
ini tidak ditemukan anak yang berselisih hanya karena 
pemberian hareuta peunulang.26
Apabila terjadi kelebihan bagian dalam memberikan 
hareuta peunulang, biasanya  ada faktor yang melandasinya. 
Salah satunya apabila salah seorang dari anak tersebut 
kehidupannya agak sulit dalam perekonomian. Sedangkan 
yang lain ekonominya sangat baik.  Jika pemberian hareuta 
peunulang kepada 2 (dua) anak perempuan adalah tanah 
dan rumah, kemudian 1 anak perempuan memperoleh 
rumah tanah dan sawah. Jika pemberian tersebut atas 
dasar persetujuan keluarga hal tersebut tidak menjadi suatu 
permasalahan. Karena sejauh ini setiap keluarga mampu 
saling mengerti kondisinya satu sama lain. Apabila keluarga 
tidak menyetujui dengan pemberian tersebut, maka tetap 
25 Wawancara dengan bapak Ridwan selaku  Keuchik di Desa Dham 
Ceukok, pada tanggal 11 oktober Pukul 21.00 WIB di kediaman 
Tgk. Ridwan Desa Dham Ceukok, Aceh Besar. 
26 Wawancara dengan bapak Nurdin Tuha Peut Desa Dham Ceukok, 
pada Tanggal 12 Oktober pukul 20.00 WIB di Balai Pengajian.
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diberikan sama rata untuk setiap anak perempuan yang 
mendapatkan hareuta peunulang tersebut. 27
Hareuta peunulang di Aceh hanya terkhusus untuk 
anak perempuan, anak laki-laki biasanya tidak menerima 
hareuta peunulang. Biasanya hareuta peunulang yang sering 
diberikan adalah rumah beserta tanahnya. Jika terjadi 
penghibahan kepada anak laki-laki maka itu bukan bagian 
dari hukum adat, melainkan bedasarkan pribadi masing-
masing orang tua dari setiap keluarga. Bisa saja hibah yang 
terjadi tersebut langsung dihubungkan dengan masalah 
faraidh.28 
Sekiranya orang tua mempunyai harta berkecukupan, 
maka hareuta peunulang tetap diberikan kepada anak 
perempuan. Namun hibah kepada anak laki-laki bisa saja 
diberikan dan bisa saja tidak. Jika pun hibah diberikan 
kepada anak laki-laki, maka belum tentu ia mendapatkan 
bagian warisan lagi. Karena dalam sebahagian kasus 
yang ditemukan jika orang tua hartanya tidak banyak, 
sedangkan anak terdiri dari beberapa orang, maka yang 
diutamakan adalah memberikan hareuta peunulang untuk 
anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki akan diberikan 
hibah, itupun jika orang tua mempunyai harta lebih. Jika 
27 Wawancara dengan Tgk. Yasin Tokoh Masyarakat Desa Dham 
Ceukok pada Tanggal 14 Oktober 2018 Pukul 20.00 WIB di 
Kediaman Tgk. Yasin. 
28 Wawancara dengan bapak Rusdy Hamzah, Tuha Peut Desa Dham 
Ceukok, Pada Tanggal 10 Oktober 2018 Pukul 20.00 WIB di Dham 
Ceukok, Aceh Besar.
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anak laki-laki diberikan hibah, sedangkan ada beberapa 
orang anak lagi tidak mendapat apa-apa, maka orang tua 
menuliskan dalam wasiatnya bahwa harta yang tertinggal 
hanya dibagikan bagi anak yang belum mendapatkan 
hibah. 
Hal ini dikarenakan orang tua menimbang bahwa 
ia telah diberi hibah sebelumnya. Sehingga pemberian 
warisan diberlakukan bagi anak yang belum mendapatkan 
jenis harta apapun. Hal ini khususnya pada kasus orang 
tua mempunyai harta yang sedikit. Hareuta peunulang 
diberikan kepada anak perempuan dan anak laki-laki telah 
menikah, yang mempunyai uang hanya untuk membuat 
rumah belum memiliki tanah. Maka ortu menghibahkan 
tanah tersebut agar si anak segera membuat rumahnya.29 
Begitu juga halnya dengan anak  perempuan jika harta 
orang tua terbatas maka  peunulang tersebut dikembalikan 
sebagai faraidh. Artinya harta orang tua yang tersisa 
diperuntukkan untuk saudara-saudarinya yang belum 
mendapatkan apa-apa.
Sebagai catatan, walaupun hareuta peunulang dapat 
diperhitungkan sebagai harta warisan, akan tetapi hareuta 
peunulang tidak merupakan bagian dari warisan orang tua. 
Hareuta peunulang ini juga tidak dapat menafikan hak waris 
anak perempuan. Pada praktiknya, ini berarti bahwa hareuta 
29 Wawancara dengan bapak Rusdy Hamzah, Tuha Peut Desa Dham 
Ceukok, Pada Tanggal 10 Oktober 2018 Pukul 20.00 WIB di Dham 
Ceukok, Aceh Besar.
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peunulang adalah bawaan dan oleh karena itu, tetap berada 
di bawah penguasaan anak perempuan. Hareuta peunulang 
tidak boleh dibagi dengan ahli waris lainnya. Juga penting 
untuk dicatat bahwa sangat kecil kemungkinannya bahwa 
ahli waris yang lain akan mempersoalkan penyerahan 
hareuta peunulang, karena tindakan tersebut akan dianggap 
tidak menghormati almarhum orang tuanya. Dengan 
demikian, dalam kajian hukum Islam hareuta peunulang ini 
bisa diidentikkan sebagai wasiat wajibah, dengan jumlah 
maksimal pemberian sebesar 1/3 (sepertiga) dari total 
harta orang tua.30
Apabila terjadi perselisihan, karena hareuta 
peunulang melebihi 1/3 (sepertiga) total harta orang tua, 
maka jalan keluar yang pertama diselesaikan adalah secara 
kekeluargaan. Jika masih tidak ditemukan jalan keluar, 
maka akan dilaporkan kepada tuha peut (tokoh adat) untuk 
diselesaikan dengan mekanisme damai.31 Permasalahan 
yang dilaporkan akan ditanggapi oleh tokoh adat, dengan 
30 Ria Ramdhani,”Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat 
Menurut Hukum Islam.” Lex Et Societatis 3.1 (2015). Lihat juga 
H. Dedi Pahroji, “Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta 
Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah.” Jurnal Ilmiah Hukum 
DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum 1.2 (2016): 185-200. Lihat juga 
M. Fahmi Al Amruzi dan A. Sukris Sarmadi. Rekonstruksi Wasiat 
Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam. Aswaja Pressindo, 2012. 
Lihat juga Zulfia Hanum Alfi Syahr, “Wasiat Wajibah Sebagai Wujud 
Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan 
Sosial Masyarakat.” Holistik 1.2 (2016): 123-133.
31 Lihat juga A. Hamid Sarong, Damai Konflik Dan Penyelesaian 
Dalam Budaya Aceh, Banda Aceh: CeFALSAP, 2018.
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jalan keluar membagi hibah tersebut sesuai dengan 
ketentuan hukum Islam. Pada dasarnya jika ditemukan 
pembagian yang berbeda, kebiasaannya itu atas dasar 
kerelaan dan persetujuan keluarga.32 Mengingat prinsip 
kerelaan dan ridha dalam Islam juga sangat diutamakan.33 
Hareuta peunulang merupakan warisan hukum adat dalam 
masyarakat Aceh. Pada umumunya hukum adat memiliki 
sanksi adat. Namun demikian, sejauh ini tidak ditemukan 
sanksi adat yang begitu spesifik. Karena walaupun 
pemberian peunulang tersebut masih berlaku, namun jika 
ada orang tua yang tidak memberikan peunulang tersebut, 
biasanya merupakan orang yang tidak mampu untuk 
memberikannya.34
Namun jika orang yang memiliki kemampuan untuk 
memberikan hareuta peunulang kepada anaknnya, tapi 
enggan untuk memberikannya, maka ia akan menerima 
malu dan menjadi pembicaraan masyarakat sekitar. 
Memang tidak ada sanksi adat yang diberikan, namun ia 
32 Wawancara dengan bapak Ridwan selaku  Keuchik di Desa Dham 
Ceukok, pada tanggal 11 oktober Pukul 21.00 WIB di kediaman 
Tgk. Ridwan Desa Dham Ceukok, Aceh Besar. 
33 Lihat juga Abdur Rohman, “Menyoal Filosofi ‘An Taradin Pada 
Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi 
Jual Beli).” (2016). Lihat juga Riris Aishah Prasetyowati, “Lending 
Growth As A Fiqh Implication Toward Product Development Of 
Islamic Bank In Indonesia.” Archives of Business Research 6.9 
(2018).
34 Wawancara dengan bapak Ridwan selaku  Keuchik di Desa Dham 
Ceukok, pada tanggal 11 Oktober 2018 Pukul 21.00 WIB di 
kediaman Tgk. Ridwan Desa Dham Ceukok, Aceh Besar. 
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akan menerima sanksi moral dari orang sekitarnya. Sejauh 
ini orang tua tetap memberikan peunulang sesuai dengan 
kemampuannya. Jika ia mampu  memberikan peunulanng 
rumah, tanah dan sawah maka semua diberikan. Namun 
jika hanya mempunyai satu rumah dan mempunyai banyak 
anak perempuan, maka yang menjadi  peunulang adalah 
setiap satu anak perempuan diberikan satu peunulang 
kamar.35 
Dalam hukum Islam harta yang telah dihibahkan 
tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada 
anaknnya. Namun sejauh ini belum ditemukan orang yang 
menarik hibah berupa hareuta peunulang tersebut dari anak 
nya.36 Hanya saja, dalam perjalanan hidup biasanya yang 
akan memulai perselisihan adalah dari pihak keluarga. 
Dalam kasus yang terjadi terkadang anak laki-laki merasa 
tidak adil dengan pemberian hareuta peunulang kepada 
saudara perempuannya. Padahal dalam adat Aceh jika anak 
laki-laki menikah maka ia akan tinggal dirumah istri dan 
segala kebutuhannya juga terpenuhi.37
35 Wawancara dengan bapak Rusdy Hamzah, Tuha Peut Desa Dham 
Ceukok, Pada Tanggal 10 Oktober 2018 Pukul 20.00 WIB di Dham 
Ceukok, Aceh Besar.
36 Wawancara dengan bapak Nurdin Tuha Peut Desa Dham Ceukok, 
pada Tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 WIB di Balai Pengajian.
37 Wawancara dengan bapak Putra Warga Desa Dham Ceukok, pada 
tanggal 13 Oktober 2018 Pukul 17.30 WIB di Balai Desa.
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BAB
HUKUM-HUKUM 
ADAT UNIK 
8.1. Larangan Bermalam di Malam Pertama Setelah 
        Acara Antar Pengantin Pria
Hukum adat yang berlaku di Aceh, memiliki 
keragaman dan kemajemukan di beberapa kabupaten/
kota, yang bersifat unik dan khas. Salah satunya adalah 
hukum adat yang melarang bermalam di malam pertama 
setelah acara antar pengantin pria (intat linto). Hukum 
adat ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dikarenakan 
hukum adat seperti ini jarang ditemui di daerah lainnya. 
Larangan bermalam di sini adalah larangan tidur malam 
di rumah pengantin perempuan, atau dalam terminologi 
sehari-hari digunakan kata “larangan nginap” di rumah 
pengantin perempuan. 
Terminologi malam pertama di sini adalah malam 
pertama setelah acara antar pengantin pria. Dengan kata 
lain, malam setelah acara pesta atau walimah di rumah 
pengantin perempuan dan malamnya tersebut disebut 
malam pertama. Sedangkan istilah acara antar pengantin 
pria merupakan proses dalam perkawinan yang dilakukan 
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oleh pihak keluarga pengantin laki-laki, dengan mengantar 
pengantin pria ke rumah pengantin perempuan, di mana di 
rumah pengantin perempuan yang sedang melaksanakan 
acara pesta atau walimah, dikenal juga dengan istilah intat 
linto (mengantar pengantin pria).1
Dari hasil penelusuran lebih lanjut ditemukan 
bahwa alasan utama dari larangan tersebut dikarenakan 
berdekatannya hari intat linto baroe (pengantin pria) 
dan intat dara baroe (pengantin wanita). Sehingga 
linto baro harus berada di rumah untuk menyambut 
kedatangan pengantin perempuan berserta keluarga dan 
para rombongan. Selain itu, meskipun di hari kemudian 
tidak dilaksanakan acara intat dara baro, hukum adat ini 
harus tetap ditaati agar tidak terjadi penyimpangan dan 
perselisihan dalam masyarakat.2
Pelaksanaan hukum adat larangan nginap sudah 
berlangsung lama. Hanya saja, sejak tahun berapa dimulai 
pelaksanaan aturan tersebut tidak dapat dipastikan. 
Beberapa tokoh adat menyampaikan bahwa aturan tersebut 
telah berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) tahun.3 Sanksi 
1 Lihat juga Rina Muslimah, Ismawan Ismawan, and Lindawati 
Lindawati. “Proses Pembuatan Ranub Kreasi pada Masyarakat 
Aceh Saat Intat Linto dan Tueng Dara Baroe di Tanjong Selamat, 
Darussalam, Aceh Besar.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan 
Seni, Drama, Tari & Musik 1.1 (2017). 
2 Hukum adat ini dipraktekkan dalam masyarakat Desa Alue Baro. 
Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.
3 Wawancara dengan pemuka Adat Desa Alue Baroe, Kecamatan 
Meukek, Aceh Selatan, Oktober 2018.
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adat yang diterapkan kepada pelaku pelanggaran hukum 
adat ini, biasanya hanya sebatas teguran yang dilakukan 
oleh pemuka adat. Setelah itu, biasanya akan ditetapkan 
sejumlah denda bagi pelaku pelanggaran. Besaran denda 
biasanya berupa satu ekor kambing beserta bumbu 
masakan, yang akan dimasak secara bersama-sama serta 
makan secara bersama-sama masyarakat di desa setempat.
Namun demikian, hukum adat ini ternyata tidak 
berlaku di semua daerah di Aceh, khususnya  Kabupaten 
Aceh Jaya. Aturan hukum adat ini hanya berlaku dan 
dipraktekkan di Desa Alue Baro. Sebagai perbandingan 
bisa dilihat pada daerah yang berdekatan, seperti pada 
daerah Teunom, ternyata tidak memberlakukan hukum 
adat larangan menginap malam pertama.
Hukum adat berupa larangan menginap pada malam 
pertama ini bisa dikategorikan menyalahi hukum Islam, 
karena tidak ditemukan dalil pelarangan dari hukum Islam. 
Bahkan larangan ini bisa menjurus kepada syirik apabila 
dikaitkan dengan kepercayaan dinamisme dan animisme.4 
4 Ridwan Hasan, “Kepercayaan Animisme Dan Dinamisme Dalam 
Masyarakat Islam Aceh.” MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 
36.2 (2012). Lihat juga Lorraine V.Aragon,  Fields Of The Lord: 
Animism, Christian Minorities, And State Development In 
Indonesia. University of Hawaii Press, 2000. Lihat juga Kaj Arhem 
and Guido Sprenger, eds. Animism in Southeast Asia. Routledge, 
2015. Lihat juga Guido Sprenger, “Dimensions of Animism in 
Southeast Asia.” Animism in Southeast Asia. Routledge, 2015. 
31-52. Lihat juga Istvan Praet, Animism and the Question of Life. 
Routledge, 2013.
100 HUKUM ADAT PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT ACEH TINJAUAN ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI HUKUM
Pasangan suami isteri yang telah melangsungkan aqad 
nikah telah halal sebagai pasangan, sehingga dibenarkan 
untuk melakukan hubungan suami isteri (jima’).
8.2. Pet Boh Trueng
Salah satu hukum adat yang maklum dalam kehidupan 
masyarakat di Aceh adalah tradisi pet boh trueng (memetik 
buah terong).5 Tradisi ini kerap dilakukan di akhir acara 
pesta perkawinan, baik dari keluarga pengantin pria dan 
pengantin wanita. Saat itu semua keluarga berkumpul, 
baik kakek, nenek, ayah, ibu, paman dan keluarga lainnya. 
Semua duduk rapi untuk memberikan salam kepada 
kedua mempelai pria dan wanita dan mereka tiap tiap 
orang memberikan salam tempel kepada keduanya. Dalam 
tradisi pet boh trueng ini semua anggota keluarga dan 
famili berkumpul di depan rumah. Ahli famili akan duduk 
berbaris, kemudian seorang yang paling dituakan dalam 
keluarga mendampingi pengantin pria dan wanita (lintoe 
dan dara baroe).
Lalu salah satu pengantin pria atau wanita akan 
bersalaman sambil memperkenalkan satu persatu mulai 
dari ayah, ibu, nenek, kakek, paman, buyut, dan banyak 
lainnya. Aktivitas unik di sini adalah setiap ahli famili 
yang bersalaman masing-masing harus memberi salam 
tempel kepada sang pengantin (lintoe dan dara baroe). Di 
sinilah kegiatan pet boh trueng dimulai. Dengan kata lain, 
5 Tradisi ini kerap dipraktekkan dalam masyarakat Aceh Utara.
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para pengantin bersalaman sambil “memetik” hadiah 
yang diberikan oleh para ahli famili. Hukum adat pet boh 
trueng ini dilakukan dua kali, pertama dilakukan di tempat 
mempelai pria, dan yang kedua dilakukan di tempat 
mempelai wanita.
Sebenarnya kata-kata pet boh trueng adalah makna 
kiasan, bukan memetik terong sebagaimana kata-kata 
tersebut. Kata-kata ini lebih kepada makna kiasan. 
Kegiatan ini laksana seseorang yang sedang memetik atau 
mengambil sesuatu di dalam kebun. Dengan kata lain 
mempelai yang berada di tengah ahli famili, dan berada 
di sekeliling adalah umpama persamaan dengan kebun. 
Sedangkan orang yang mau mengambil hasil dari kebun 
dengan salam tempel atau uang, memiliki konotasi seperti 
terong, sebagai hasil perkebunan. 
Dasar istilah pet boh trueng ini sebenarnya lebih 
kepada pelaksanaan dari tradisi itu sendiri, disebut 
pet boh trueng sebenarnya ada dua sebab, sebab yang 
pertama karena sewaktu mempelai mengelilingi famili, 
famili tersebut berada di sekeliling mempelai, dan ini 
menyerupai seseorang yang berada di dalam kebun yang 
sedang mengambil sesuatu kita sebut saja mengambil 
terong, dan alasan kedua karena persamaan boh trueng 
dan salam tempel yang diberikan pihak famili kepada 
mempelai, karena uang yang diberikan adalah hasil, dan ini 
memiliki persamaan dengan “trueng” yang berarti terong, 
terong itu juga adalah hasil yang didapat. Jadi inilah alasan 
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masyarakat Aceh Utara menyebut tradisi ini dengan istilah 
pet boh trueng karena memiliki wajah persamaan antara 
terong dan uang yang diberikan. 
Akar definisi yang dikenal dengan pet boh trueng ini 
sebenarnya memiliki istilah lain. Istilah adat pet boh trueng 
ini juga dikenal dengan istilah pet campli (memetik cabe). 
Inti dari hukum adat ini sebenarnya adalah perkenalan 
diri dengan keluarga besar, atau lebih umum disebut 
juga peuturi droe (memperkenalkan diri). Dalam kegiatan 
adat ini semua pihak mempelai memperkenalkan semua 
anggota familinya kepada pasangan mempelainya, mulai 
dari ayah ibunya, adik, kakak, saudaranya sampai semua 
yang hadir dalam resepsi perkawinan tersebut.
Selain itu, tradisi ini sangat dianjurkan dalam 
masyarakat Aceh, karena dalam tradisi ini dapat 
meningkatkan ukhwah Islamiah antara pihak famili dan 
keluarga, dan menjadi ajang perkenalan sehingga mempelai 
tahu yang mana adik, yang mana mertuanya, yang mana 
kakak ipar dan abang iparnya dan lain-lain. Selain itu 
tradisi ini juga tidak bertentangan dengan ajaran agama 
Islam, bahkan sangat dianjurkan, karena dalam tradisi 
pet boh trueng ini memiliki nilai mempererat ukhuwah 
Islamiah yang sangat tinggi. Unsur keikhlasan dan tanpa 
paksaan di sini sangat dianjurkan. Apabila sudah ada unsur 
paksaan, maka ini sudah mengarah kebathilan karena 
ada pihak yang tidak ridha.6 Tidak semua sanak famili 
6 Lihat juga Taufiq. Pengaruh Prinsip Antarā Din Dan Lā Tazlimūna Walā 
103Muhammad Siddiq Armia, MH., PhD
memiliki kemampuan keuangan yang sama. Oleh karena 
itu, sangat tidak dianjurkan untuk saling memaksa untuk 
memberikan bingkisan pada saat acara perkenalan ini.
Secara historis, tradisi ini sudah turun temurun 
dari semenjak zaman nenek moyang kita dulu hingga 
sampai sekarang. Tradisi ini memiliki nilai positif bagi 
pembentukan identitas kedaerahan. Di antara nilai-nilai 
tersebut yang paling menonjol adalah nilai silaturrahmi dan 
ukhuwah Islamiah yang sangat tinggi. Sangat disayangkan 
apabila tidak dilakukan dan terus dipraktekkan. Pada saat 
tradisi ini dipraktekkan, menantu akan mengenal yang 
mana bapak mertua, ibu mertua, kakak ipar, abang ipar, 
adik ipar dan lain sebagainya. Sehingga dengan sendirinya, 
dapat mempererat ikatan di antara ahli famili semua, 
khususnya yang hadir dalam acara tradisi pet boh trueng 
tersebut.
Tuzlamūn Terhadap Penentuan Laba Oleh Pedagang di Pasar Los Kota 
Lhokseumawe. Diss. Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2013. Ahliwan 
Ardhinata dan Sunan Fanani. “Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli 
Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik).” Jurnal Ekonomi 
Syariah Teori dan Terapan 2.1 (2015). 
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BAB
KESIMPULAN
Istilah adat di Indonesia berasal dari bahasa Arab 
yang   ةداع (‘Adah) yang bermakna berulang-ulang. Dalam 
prakteknya adat memang dilakukan secara berulang-
ulang sehingga menjadi kebiasaan lalu disebut adat. 
Pengadopsian bahasa Arab menjadi bagian Bahasa Melayu 
Nusantara memang lebih logis, karena  Islam telah 
berasimilasi di nusantara pada abad ke-7 dengan juga 
membawa bahasa Arab. Sehingga dengan fakta sejarah 
ini, menghapus klaim bahwa hukum adat itu berasal dari 
bahasa yang dipopulerkan oleh Van Vallenhoven dengan 
buku Het Adatrecht Van Nederlandsch-Indië, pada abad 
ke-16 tepatnya pada tahun 1602. 
Hukum adat perkawinan adalah bagian tidak 
terlepaskan dari hukum keluarga. Kajian hukum keluarga 
bisa melingkupi dari sejak seseorang dalam kandungan 
hingga ke liang lahat. Dalam rentang waktu tersebut ada 
tahapan-tahapan yang perlu dikerjakan melalui prosesi 
adat. Terdapat keterkaitan yang erat antara antropologi 
dan sosiologi hukum. Hukum adat dengan keunikannya 
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berhubungan dengan antropologi hukum, sedangkan 
masyarakat adat secara komunal (bersama) dan secara 
tribal (kesukuan) akan berhubungan dengan sosiologi 
hukum.
Oleh karena itu, ada beberapa topik yang dibahas 
dalam buku Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat 
Aceh Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum ini. 
Pertama adalah pembahasan tentang Seulangke (lamaran). 
Prosesi lamaran adalah hukum adat sebelum acara 
pernikahan dilaksanakan. Seulangke memainkan peran 
sebagai juru lamar yang berasal dari seorang tokoh. 
Seulangke berperan menjadi perantara dalam menangani 
berbagai kepentingan di antara pihak calon linto baro 
(calon mempelai lelaki) dengan pihak calon dara baro (calon 
mempelai perempuan), begitu pula sebaliknya. Tidak 
semua orang bisa berperan sebagai seulangke, akan tetapi 
memerlukan proses panjang untuk menjadi seulangke. 
Pertimbangan keluhuran budi, moral, agama dan amanah 
merupakan pertimbangan utama. Proses sukses tidaknya 
suatu lamaran salah satunya sangat tergantung pada 
seulangke. 
Kedua adalah Peuneuwoe (hantaran), yang hampir 
berdekatan maknanya dengan seserahan, atau hadiah atau 
pemberian yang diistilahkan sebagai hibah dalam bahasa 
Arab.  Peuneuwoe bermaksud sebagai pemberian dari pihak 
lelaki kepada bakal mertua, membedakannya dengan 
mahar yang diberikan kepada pengantin perempuan saat 
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pernikahan. Peuneuwoe dapat difahami bahwa hantaran 
ialah pemberian berupa benda atau harta dari pihak 
lelaki kepada pihak perempuan dengan sukarela sebagai 
hadiah perkawinan. Dalam hukum Islam tidak ada dalil 
khusus yang menjelaskan boleh tidaknya peuneuwoe. 
Pemberian hantaran merupakan adat atau kelaziman yang 
dipraktekkan secara turun temurun, berkaitan dengan 
adat suatu tempat. Jadi, selama adat ini tidak bertentangan 
dengan prinsip Islam, maka adat tersebut merupakan salah 
satu tradisi yang dibolehkan dalam pelaksanaannya dan 
diterima oleh mayoritas masyarakat.  Oleh sebab itu, pihak 
yang akan menikah boleh memberikan hadiah kepada 
pihak yang lain, menurut adat istiadat dalam negerinya 
masing-masing.
Ketiga adalah tradisi mee breuh (membawa beras). 
Tradisi ini merupakan hukum adat sebelum pesta 
perkawinan. Tradisi ini biasanya hanya dilakukan oleh 
kaum laki-laki saja. Lelaki desa tersebut datang pada malam 
pesta pernikahan dengan membawa beras ke rumah calon 
pengantin. Tradisi ini dilakukan oleh kepala keluarga dan 
pemuda setempat. Para pemuda mempunyai keharusan 
mee breuh dan membantu kegiatan walimah, seperti 
membantu mencuci piring kotor, menyiapkan hidangan ke 
tempat tamu, dan hal lain yang diperlukan.  
Kohesi sosial terlihat jelas saat itu, sehingga 
keluarga mempelai merasa terkurangi beban mengerjakan 
pekerjaan, yang telah ditetapkan menjadi bagian penting 
108 HUKUM ADAT PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT ACEH TINJAUAN ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI HUKUM
para pemuda desa, sebagaimana disebutkan di atas. 
Manfaat hukum adat mee breuh ini adalah membantu 
secara moril dan materil pihak keluarga yang sedang 
mengadakan acara pesta perkawinan. Tradisi mee breuh 
ini memberikan manfaat secara materil berupa beras. 
Sehingga penyelenggara walimah tidak perlu khawatir 
akan kurangnya cadangan beras. Tradisi mee breuh sebagai 
solusi alternatif dan menjadi harapan keluarga terhadap 
kekhawatiran mahalnya biaya walimah. Takaran berat beras 
yang dibawa bisa beragam. Ada warga yang mengatakan ia 
wajib membawa dua cupak beras, terserah bagaimanapun 
keaadaan warga tersebut, karena sebagian warga punya 
beras dari hasil tani untuk diserahkan dan sebagian lain 
membelinya. 
Pendapat warga lainnya mengatakan bahwa tidak 
mesti bagi yang tidak mampu untuk menyerahkan dua 
cupak beras. Warga yang tidak mampu tidak berkewajiban 
untuk menyerahkan dua cupak beras tersebut. Bagi warga 
yang tidak mampu untuk menyerahkan dua cupak beras 
maka tidak dipaksakan harus membawanya. Tapi dia 
dibebankan untuk lebih membantu melalui tenaga. Seperti 
membantu untuk memanggang ikan dan gotong rotong 
lainnya.  
Namun sampai saat ini belum pernah terdengar 
ada yang tidak mampu membawa beras, karena warga 
akan bersedia berhutang untuk datang ke tempat pesta 
lanjut kepala desa. Di sinilah terletak dan terlihat jelas 
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lagi adanya nilai kemasyarakatan dan sosial yang tinggi 
dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat jarang kita 
temukan.
Keempat adalah sikepan sindur. Hukum adat ini 
berasal dari upacara pernikahan oleh masyarakat suku 
Jawa. Sikepan sindur adalah sebuah ritual pada saat resepsi 
pernikahan yang dilakukan oleh kedua pengantin yang 
dipimpin oleh dukun manten, dan dipraktekkan di Desa 
Harum Sari  Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh 
Tamiang. Sikepan sindur ini juga dikenal dengan istilah 
gendongan. 
Dalam prosesi ritualnya kedua pengantin dengan 
dukun manten membawa kain panjang yang dibentangkan 
di belakang badan kedua pengantin, kemudian dukun 
manten membawa mereka dengan menggunakan kain 
panjang itu, dan berjalan pelan-pelan menuju kepada 
kedua orang tua pengantin untuk memohon doa restu. 
Prosesi ini mengandung makna pantang menyerah atau 
pantang mundur. Maksudnya pengantin siap menghadapi 
tantangan hidup dengan semangat. 
Kemudian dengan melakukan sikepan sindur/
gendongan dalam upacara pernikahan masyarakat juga 
meyakini bisa terjalin cinta kasih sayang antara kedua 
mempelai. Kemudian agar mengingatkan kita dalam suatu 
perkawinan antara laki-laki dan perempuan timbul rasa 
keakraban di dalam keluarga. Dalam hukum Islam tidak 
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mengenal tradisi sikepan sindur ini. Tradisi ini hanya salah 
satu hukum adat di Indonesia, yang digolongkan dalam 
‘urf tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. 
Tradisi sikepan sindur yang berkembang saat ini tidak 
bersimpangan dengan norma-norma Islam. Tradisi-tradisi 
yang berjalan dalam masyarakat ini tidak menjadi beban 
dalam pelaksanaan, dan tidak membawa mudharat bagi 
masyarakat. Akan tetapi, kalau sifatnya sudah membawa 
kemudharatan, maka bisa saja hukum adat ini menyalahi 
dalil-dalil hukum Islam.
Kelima adalah larangan menikah dalam satu tahun 
yang sama. Larangan ini pada kenyataannya berkaitan 
erat dengan hal-hal mistis. Unsur hukum adat di sini 
tidak terlalu terlihat, karena ada pelaksanaan hukum adat 
bagi pelaku pelanggar. Pelanggar larangan ini cenderung 
diancam dengan ketakutan dengan cerita dongeng mistis. 
Masyarakat setempat tidak mengetahui dasar kepercayaan 
larangan menikah bagi dua saudari kandung pada tahun 
yang sama. Dalam hal ini masyarakat hanya melihat fakta 
dengan dilanggarnya kepercayaan itu. Sehingga timbullah 
kepercayaan itu berdasarkan cerita turun temurun, 
kepercayaan ini tidak berdasarkan nash hanya berdasarkan 
sebab akibat yang terjadi. 
Keyakinan yang diyakini masyarakat Desa Sungai 
Kuruk II secara turun temurun, khususnya perihal tidak 
boleh menikah pada tahun yang sama bagi saudari 
kandung, jauh dari tuntunan hukum Islam. Fakta ini akan 
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berakibat jika ada adik dan kakak yang jarak umurnya tidak 
beda jauh, lalu mereka ingin segera menikah, maka salah 
satu di antara mereka harus ada yang mau dikorbankan 
waktu nikahnya dan menunggu hingga tahun depan. 
Bukankah hukumnya wajib menikah bagi seseorang yang 
sudah sangat ingin menikah, apalagi dia merasa mampu 
untuk menikah.  Jika ia harus menunggu hingga tahun 
depan maka dikhawatirkan akan terjurumus kepada dosa-
dosa menjelang pernikahan.
Keenam adalah pemberian hareuta peunulang kepada 
anak perempuan. Harta ini kerap dipahami sebagai hibah 
kepada anak perempuan oleh orang tua mereka, saat anak-
anaknya telah menikah. Pada umumnya kedua orang tua 
memberikan harta yang tidak bergerak tersebut untuk 
menunjang kehidupan baru yang akan dijalankan oleh 
anak mereka yang baru melangsungkan pernikahan. 
Ada orang tua yang menghibahkan hareuta peunulang ini 
pada saat pernikahan  berlangsung, namun ada juga yang 
memberikan sebelum tiga tahun pernikahan anak mereka 
dan setelah orang tua mereka mendapatkan cucu dari 
anak-anak yang menikah tersebut. Secara umum hareuta 
peunulang berupa penghibahan benda tidak bergerak 
(rumah, tanah sawah atau kebun), dari orang tua kepada 
anak perempuannya yang telah menikah. 
Penghibahan tersebut pada umumnya disaksikan 
oleh keuchik. Pemberian harta ini bertujuan untuk 
memodali anak dalam menjalani kehidupan baru berumah 
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tangga. Hareuta peunulang ini dipisahkan dari harta 
warisan. Hibah ini biasanya bisa saja dalam bentuk rumah 
beserta tanahnya, sepetak tanah sawah atau sejumlah 
ternak. Besaran hareuta peunulang sangat tergantung 
kepada kemampuan orang tua si perempuan. Namun pada 
dasarnya secara hukum adat setempat, yang diberikan 
peunulang adalah anak perempuan, dan pada kebiasaannya 
adalah pemberian rumah beserta tanahnya. Hibah hareuta 
peunulang bagi istri oleh orang tua mempelai perempuan 
merupakan salah satu bentuk hukum adat yang menjadi 
kearifan lokal. Hukum adat ini bertujuan memproteksi 
perempuan, khususnya apabila sewaktu-waktu terjadi 
pertengkaran hebat suami istri, dan sampai suami 
menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka si istri tidak 
perlu meninggalkan rumah, karena rumah itu memang 
rumah si istri. Dalam keadaan seperti ini, perempuan telah 
memiliki potensi ekonomi berupa aset tempat tinggal. 
Hukum adat ini sekaligus memberikan peningkatan nilai 
tawar bagi istri dalam keluarga di hadapan suaminya, yang 
berniat negatif untuk mempermainkan talak. 
Kemampuan nilai tawar ini dapat mengimbangi 
posisi suami dalam sebuah perkawinan atau rumah 
tangga. Dalam beberapa fakta, seandainya tidak ada posisi 
tawar semacam ini, maka kemungkinan terjadi kekerasan 
dan penyalahgunaan wewenang dari suami, dan bisa juga 
keluarga suami terhadap istri. Dalam tinjauan hukum 
waris Islam, hareuta peunulang dapat diperhitungkan 
sebagai harta warisan, akan tetapi hareuta peunulang 
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bukan merupakan bagian dari harta warisan orang tua. 
Hareuta peunulang ini juga tidak dapat menutup hak waris 
anak perempuan. 
Pada prakteknya, hareuta peunulang dianggap sebagai 
harta bawaan. Oleh karena itu tetap berada dibawah 
penguasaan anak perempuan. Hareuta peunulang tidak 
dibenarkan dibagi oleh ahli waris lainnya, kecuali dengan 
keikhlasan yang mempunyai harta peunulang tersebut. 
Pada umumnya ahli waris dan ahli famili si perempuan, 
tidak mempersoalkan penyerahan hareuta peunulang, 
karena tindakan tersebut akan dianggap sebagai tindakan 
tabu, serta tidak menghormati almarhum orang tuanya. 
Menyangkut besaran hareuta peunulang, dalam kajian 
hukum Islam hareuta peunulang ini bisa diidentikkan 
sebagai wasiat wajibah, dengan jumlah maksimal 
pemberian sebesar 1/3 (sepertiga) total harta orang tua. 
Pemberian hareuta peunulang yang melebihi jumlah 1/3 
total keseluruhan harta peninggalan, dianggap menyalahi 
hukum Islam.
Ketujuh adalah larangan bermalam di malam pertama 
setelah acara antar pengantin pria. Hukum adat ini bersifat 
unik dan khas pada daerah tertentu di Aceh. Hukum adat 
ini menarik untuk dipelajari, sebab hukum adat ini jarang 
ditemui di daerah lainnya di Aceh. Larangan bermalam di 
sini adalah larangan tidur pada malam harinya di rumah 
pengantin perempuan, setelah diantar pada siang atau sore 
harinya. Istilah malam pertama di sini adalah malam setelah 
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acara antar pengantin pria. Disebut juga malam setelah 
acara pesta atau walimah di rumah pengantin perempuan 
dan malamnya tersebut disebut malam pertama. 
Sedangkan istilah acara antar pengantin pria 
adalah salah satu prosesi dalam perkawinan. Prosesi 
ini dilaksanakan oleh pihak famili pengantin laki-laki. 
Famili ini mengantar pengantin pria ke rumah pengantin 
perempuan. Rumah pengantin perempuan yang sedang 
menyelenggarakan pesta atau walimah, dikenal juga dengan 
tueng linto (mengantar pengantin pria). Alasan utama dari 
larangan ini karena berdekatannya hari intat linto baroe 
(pengantin pria) dan intat dara baroe (pengantin wanita). 
Hal ini mengakibatkan linto baroe harus berada di rumah 
untuk menyambut kedatangan pengantin perempuan 
berserta keluarga dan para rombongan. Di samping itu, 
larangan ini merupakan hukum adat, yang harus tetap 
dipatuhi. 
Sehingga tidak terjadi penyimpangan dan sengketa 
dalam masyarakat. Hukum adat ini sudah dipraktekkan 
sangat lama dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi 
tidak ditemukan tanggal pasti, maupun bukti sejarah 
lainnya. Hukum adat ini masih kuat berlaku karena adanya 
sanksi denda bagi si pelanggarnya. Jumlah denda biasanya 
berupa  binatang ternak seperti satu ekor kambing beserta 
bumbu masakan, untuk dimakan bersama dalam bentuk 
resepsi kenduri adat. Walaupun demikian, hukum adat 
yang unik ini tidak diterapkan di seluruh kabupaten/kota 
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di Aceh. Hukum adat ini hanya berlaku di Desa Alue Baroe, 
Kabupaten Aceh Jaya. 
Sebagai komparasi bisa dilihat pada daerah yang 
bertetangga dengan daerah tersebut, contohnya daerah 
Teunom, tidak memberlakukan hukum adat larangan 
menginap malam pertama. Larangan menginap pada 
malam pertama ini bisa golongkan kepada hukum adat 
yang menyimpang dari hukum Islam. Secara kajian fiqh, 
tidak ditemukan dalil pelarangan dari hukum Islam untuk 
menginap pada malam pertama bagi pasangan yang telah 
melangsungkan akad nikah. Larangan ini telah mengarah 
kepada pekerjaan syirik, apabila dikaitkan dengan 
kepercayaan dinamisme dan animisme.  Suami isteri yang 
telah melangsungkan aqad nikah, telah dibolehkan sebagai 
pasangan sah, sehingga dibolehkan untuk berkumpul 
antara suami isteri pada malam pertama, dan malam-
malam selanjutnya.
Terakhir adalah tradisi pet boh trueng (memetik 
terong). Pada praktiknya tradisi ini bukanlah benar-benar 
memetik terong, akan tetapi sebagai simbolitas saja. 
Tradisi ini kerap dilakukan di akhir acara pesta perkawinan, 
baik dari keluarga pengantin pria dan pengantin wanita. 
Pada waktu itu semua keluarga berkumpul, baik kakek, 
nenek, ayah, ibu, paman dan keluarga lainnya. Para ahli 
famili duduk rapi untuk memberikan salam kepada kedua 
mempelai pria dan wanita. Setiap ahli famili mereka 
tiap-tiap orang memberikan amplop berisi uang, yang 
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diasosiasikan sebagai boh trueng. 
Tujuan utama dari hukum adat ini adalah untuk 
saling kenal mengenal seluruh keluarga besar, baik dari 
wanita maupun pihak pria. Secara hukum Islam, acara ini 
tidak menyalahi dalil-dalil syar’i, selama tidak ada unsur 
paksaan dari para pihak. Di samping itu, perlu diperhatikan 
yang diberikan itu berasal dari unsur-unsur yang halal.
Secara garis besar, hukum adat perkawinan yang 
dipraktekkan dalam masyarakat Aceh sudah sesuai 
dengan tuntunan hukum Islam. Walaupun demikian, 
tidak tertutup kemungkinan masih ada sebagian kecil 
yang menyalahi hukum Islam. Indikator untuk melihat 
pertentangannya dengan hukum Islam adalah pada unsur-
unsur dinamisme dan animisme, keterpaksaan untuk 
melaksanakan, dan material yang digunakan untuk prosesi 
hukum adat tersebut, menyalahi hukum Islam. Oleh karena 
itu, setiap hukum adat yang ada dalam masyarakat harus 
dilihat secara khusus. Tidak bisa dilakukan generalisasi 
terhadap semua hukum adat. Setiap hukum adat punya 
dalil hukumnya masing-masing, jika dilihat secara khusus 
dan intensif. Jika ditemukan pertentangan dengan hukum 
Islam, harus segera dihentikan. Akan tetapi, jika telah 
sesuai dengan hukum Islam, harus terus dilestarikan dan 
dijaga bersama.
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Wawancara dengan pak datok(kepala desa) sungai kuruk II, 
Oktober 2018.
Wawancara dengan pak datok(kepala desa) sungai kuruk II, 
Oktober 2018.
Wawancara dengan Pak Mansur(salah seorang warga sungai 
kuruk II), Oktober 2018.
Wawancara dengan pemuka Adat Desa Alue Baroe, Kecamatan 
Meukek, Aceh Selatan Oktober 2018.
Wawancara dengan Sandi(salah seorang pemuda desa) 
Oktober 2018.
Wawancara dengan sesepuh desa, Ibu Munjiah., tanggal 18 
Okt 2018. 
Wawancara dengan Tgk Abdullah, 12 September 2018 di 
Warung Orange Batee Iliek.
Wawancara dengan Tgk Imuem Gampong, Tgk Aiyub Adam 
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pada tanggal 11 Oktober 2018.
Wawancara dengan Tgk. Amri Tokoh Masyarakat di Desa 
Dham Ceukok pada tanggal 11 Oktober 2018 Pukul 
20.00 WIB di Balai Pengajian
Wawancara dengan Tgk. Amri Tokoh Masyarakat di Desa 
Dham Ceukok pada tanggal 11 Oktober 2018 Pukul 
20.00 WIB di Balai Pengajian
Wawancara dengan Tgk. Yasin Tokoh Masyarakat Desa Dham 
Ceukok pada Tanggal 14 Oktober 2018 Pukul 20.00 
WIB di Kediaman Tgk. Yasin. 
Wawancara dengan Tgk.Nauval 14 September 2018 di 
Warung Orange Batee Iliek
Wawancara dengan Tuha Peut Gampoeng Dham Ceukok, 
Tgk. Rusdy Hamzah pada 10 Okteber 2018 pukul 17.00 
WIB di Dham Ceukok, Aceh Besar.
Wawancara dengan warga (sesepuh), Cut Jamilah, tanggal 16 
Okt 2018. 
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